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KATA PENGANTAR 

 

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 dan Per 

BPKP nomor 5 Tahun 2021, setiap instansi pemerintah pusat dan daerah 

melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang bermanfaat untuk 

membantu pimpinan mencapai tujuan organisasi. Balai Besar Pengujian Mutu 

dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) telah memberikan respon yang 

sangat baik dengan menerbitkannya Surat Penugasan pembentukan Tim 

Satlak PI BBPMSOH. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu disusun Laporan Evaluasi 

dan Pemantauan Implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) Semester 2 

Tahun 2025 yang telah dilaksanakan oleh BBPMSOH sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya. Penyusunan Laporan evaluasi dan pemantauan ini 

dibuat sesuai arahan Tim Inspektorat IV dan Tim Satlak PI Direktorat Jenderal 

Peternakan dan Kesehatan Hewan. 

Demikian kami sampaikan, semoga Laporan evaluasi dan pemantauan 

implementasi SPI BBPMSOH Semester 2 Tahun Anggaran 2025 ini dapat 

memberikan informasi yang diperlukan dan bermanfaat bagi berbagai pihak 

yang berkepentingan. 

           

 

                                                                 
Bogor, 15 Januari 2026 
Kepala Balai Besar 

           
Drh. Hasan Abdullah Sanyata                                                
NIP. 197001102002121001  
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Pembangunan pertanian dilakukan melalui pendekatan otonomi daerah dan 
dilaksanakan oleh provinsi dan kabupaten yang diwujudkan melalui penempatan 
anggaran ke dalam asas dekonsentrasi dan pembantuan, selain itu pemerintah 
pusat dalam melaksanakan fungsinya terutama untuk mencukupi sarana 
pembangunan di daerah antara lain untuk memenuhi kebutuhan bibit, pakan 
terutama penyediaan obat yang berkualitas dilaksanakan oleh unit pelaksana 
teknis (UPT) di daerah,  sehingga membawa konsekuensi perubahan kewenangan 
dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan pertanian antara pemerintah provinsi, 
kabupaten/kota, pusat dan UPT yang berdampak pada jauhnya rentang kendali 
dalam pelaksanaan pembangunan. 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor. 628/Kpts/OT.140/12/2003 
yang diperbarui dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
53/Permentan/OT.140/5/2013 dan diperbaharui kembali sesuai dengan Permentan 
9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Unit Pelaksana Teknis 
Lingkup DITJEN PKH. Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan, 
BBPMSOH merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) dibawah Direktorat 
Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diberi tugas untuk 
melaksanakan pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian dan pemantauan obat 
hewan di seluruh wilayah Indonesia, mempunyai tujuan agar obat hewan dapat 
terjamin kualitas sampai ditingkat konsumen, sehingga dapat mendukung 
perkembangan industri peternakan. Untuk meyakinkan bahwa tujuan yang telah 
ditetapkan dapat tercapai maka diciptakan sistem pengendalian intern yang efektif 
dan melekat pada pelaksanaan kegiatan. 

Sistem pengendalian intern yang tercipta selama ini belum dapat berjalan seperti 
yang diharapkan, masih ditemukan kelemahan khususnya di bidang pelaporan, 
sehingga informasi dan komunikasi mengenai perencanaan, pelaksanaan dan 
evaluasi program/kegiatan belum efektif. 

Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan sasaran dan tujuan yang telah 
ditetapkan dapat tercapai, diperlukan pengelolaan kegiatan yang efektif, efisien, 
ekonomis, kehandalan laporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan 
terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, maka Kepala Balai Besar 
Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan menetapkan Satuan Pelaksana 
Pengendalian Intern dengan melalui Keputusan nomor 
00055/Kpts/OT.050/F5.I/01/2025, untuk melakukan pengendalian secara 
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komprehensif atas kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan. 

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah yang telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri 
Pertanian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 
Intern di Lingkungan Kementerian Pertanian dan dalam Peraturan Menteri 
Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang penerapan manajemen risiko lingkup 
Kementerian Pertanian. Untuk menyelenggarakan pengendalian intern yang efektif 
maka BBPMSOH membuat Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Intern mengacu 
kepada Permentan tersebut dan juklak sistem pengendalian intern yang diterbitkan 
Ditjen Peternakan. Melalui pedoman tersebut diharapkan upaya pencapaian 
program dan kegiatan BBPMSOH dapat berjalan secara efektif, efisien, ekonomis 
dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kehandalan 
laporan keuangan pengamanan aset dalam rangka mewujudkan good and clean 
governance. Sebagai bentuk pelaporan pelaksanaan tim satlak sistem 
pengendalian intern BBPMSOH tahun anggaran 2025, maka disusun Laporan 
evaluasi dan pemantauan implementasi SPI BBPMSOH Tahun 2025 ini. 

 

B. DASAR HUKUM 

Pedoman Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Kementerian Pertanian, 
merujuk pada : 

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; 

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang 
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps 
dan Kode Etik PNS; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 
Kinerja Instansi Pemerintah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS; 

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; 
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10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang 
Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Departemen 
Pertanian; 

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 24/Permentan/OT.140/5/2009 tentang 
Pembina Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Departemen Pertanian; 

12. Peraturan Menteri Pertanian No. 53/Pementan/OT.140/5/2013 tentang 
Organisasi dan tata Kerja Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat 
Hewan; 

13. Peraturan Menteri Pertanian No. 43 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata 
Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan 
Hewan 

14.  Peraturan Menteri Pertanian No. 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan tata 
Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan 
Hewan 

15. Peraturan Menteri Pertanian No. 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan tata 
Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan 
Hewan 

16. Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan 
Nomor 00055/Kpts/OT.050/F5.I/01/2025 tentang Tim Satuan Pelaksana 
Pengendalian Intern Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan. 

 

C. Maksud dan Tujuan 

Maksud dan Tujuan dari pembuatan Laporan evaluasi dan pemantauan 
implementasi SPI BBPMSOH Tahun Anggaran 2025 adalah: 

1. Memberikan informasi pelaksanaan program/kegiatan Tim Satlak PI Balai 
Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan TA 2025  

2. Mengevaluasi pencapaian kinerja program/kegiatan Tim Satlak SPI tahun 
anggaran 2025. 

3. Memberikan informasi tentang pemantauan implementasi pelaksanaan 
program/kegiatan dan tindak lanjut serta upaya pemecahan masalahnya. 

 

D. Sasaran dan Ruang Lingkup 

Sasaran Laporan evaluasi dan pemantauan implementasi SPI BBPMSOH Tahun 
Anggaran 2025 mencakup pelaksanaan program/kegiatan Tim Satlak PI 
BBPMSOH dalam melaksanakan pengendalian intern terhadap tugas pokok dan 
fungsi Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan yaitu pengujian 
mutu, sertifikasi, pengkajian dan pemantauan obat hewan, serta penguatan 
kelembagaan dan sistem mutu laboratorium serta pelaksanaan kegiatan 
penunjang lainnya. 
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Ruang lingkup pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern yang dijabarkan kedalam 
masing-masing kegiatan utama meliputi unsur: 

1. Lingkungan pengendalian. 
Pimpinan dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan 
yang dapat menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap 
pengendalian intern dan manajemen yang sehat. 

2. Penilaian risiko. 
Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang timbul baik 
dari luar maupun dari dalam. 

3. Kegiatan pengendalian. 
Kegiatan pengendalian untuk membantu memberikan kepastian bahwa arahan 
pimpinan dapat dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan secara efisien 
dan efektif dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 

4. Informasi dan komunikasi. 
Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan dan pihak lain yang 
ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta 
tepat waktu sehingga dapat dipakai untuk pengambilan kebijakan. 

5. Pemantauan pengendalian intern. 
Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja baik secara kualitatif dan 
kuantitatif dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit 
APIP dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti. 
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BAB II 

EVALUASI DAN PEMANTAUAN IMPLEMENTASI SPI 
 

Hasil pemantauan pengendalian intern tahun 2025 pada Balai Besar Pengujian Mutu 
dan Sertifikasi Obat Hewan dapat dikemukakan sebagai berikut. 

1. Pelaksanaan Pengembangan SPI 

a. Evaluasi lingkungan pengendalian 

b. Penetapan target 

c. Penetapan kriteria risiko 

d. Penilaian risiko (Identifikasi risiko dan analisis risiko) 

e. Pengendalian risiko 

f. Informasi komunikasi 

g. Implementasi pengendalian risiko 

h. Pemantauan pengendalian risiko 

 
2. Capaian Kinerja Balai 

 

 Realisasi Anggaran dan Fisik 
BBPMSOH mendapatkan alokasi anggaran awal pada tahun 2025 sebesar Rp 
34.069.074.000,00. Selanjutnya terjadi refocusing dan perubahan pagu anggaran 
sampai dengan diterbitkan DIPA Revisi terakhir sampai dengan bulan Desember 
2025 menjadi Rp 33.835.743.000,00. Dukungan anggaran BBPMSOH 
berdasarkan output kegiatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dalam tabel 
berikut: 

Tabel 1.  Pagu Anggaran BBPMSOH berdasarkan Tahun Anggaran 2025 

Kegiatan Kode Rincian Output (RO) Target Fisik 
Pagu Anggaran 

APBN (Rp) 

(1784) Pengendalian dan 
Penanggulangan Penyakit 
Hewan 
 

1784.QJA.001 Penyidikan dan Pengujian Produk 
(Hasil Uji Mutu Obat Hewan) 

2.314 Produk 7.759.175.000 

1784.QJC.001 

Penyidikan dan Pengujian Penyakit 
(Sampel Penyakit Hewan yang 
teramati dan teridentifikasi 
(Penyidikan dan Pengujian Penyakit 
PMK) 

700 Sampel 784.091.000 

 
JUMLAH (1784) 

 
8.543.266.000 

(1785) Penyediaan Benih 
dan Bibit serta Peningkatan 
Produksi Ternak 

1785.QEO.004 Bantuan Ternak Unggas 35.400 Ekor 11.788.200.000 
 

JUMLAH (1785) 11.788.200.000 
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(1787) Dukungan 
Manajemen dan Dukungan 
Teknis Lainnya Ditjen 
Peternakan 
 

1787.EBA.956 Layanan BMN 4 Layanan 6.130.000 
1787.EBA.962 Layanan Umum 1 Layanan 36.740.000 

1787.EBA.994 

Layanan Perkantoran (Layanan Gaji 
dan Tunjangan dan Layanan 
Operasional dan pemeliharaan 
Perkantoran) 

2 Layanan 13.429.153.000 

1787.EBC.954 Layanan Manajemen SDM 63 Layanan 13.015.000 
1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1 Dokumen 3.852.000 
1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan 12 Dokumen 15.387.000 

JUMLAH (1787) 13.504.277.000 
JUMLAH PAGU TOTAL 33.835.743.000 

 

                    Sumber Data: Tim Kerja Program dan Keuangan BBPMSOH, 2025 

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, BBPMSOH mempunyai 3 (tiga) 
sasaran strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, pencapaian sasaran 
strategis tersebut dapat diinformasikan sebagai berikut: 

Tabel 2. Capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja BBPMSOH tahun 2025 

 
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi % 

Capaian Kriteria 

1. 

Meningkatnya 
Kepuasan Masyarakat 
Terhadap Layanan 
Publik di Lingkungan 
Kementerian 
Pertanian 

Indeks Kepuasan Masyarakat 
(IKM) atas layanan Balai 
Besar Pengujian Mutu dan 
Sertifikasi Obat Hewan 
(BBPMSOH) Gunung Sindur 
yang diberikan  

3,62 skala 
Likert 

3,76 Skala 
Likert 103,86 

Sangat 
Berhasil 

Nilai Pembangunan Zona 
Integritas (ZI) Balai Besar 
Pengujian Mutu dan Sertifikasi 
Obat Hewan 

80 Nilai 94,59 Nilai 118,23 Sangat 
Berhasil 

2. Terjaminnya Mutu dan 
Keamanan Obat 
Hewan yang beredar 
oleh BBPMSOH 

Persentase Obat Hewan yang 
memenuhi Persyaratan Mutu 
dan Keamanan Terhadap Obat 
Hewan yang beredar 

90%  98,02% 108,91 Sangat 
Berhasil 

 
Secara garis besar terdapat 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis BBPMSOH 
Tahun 2025 yang mencapai realisasi lebih dari 100% dengan kategori Sangat 
Berhasil.  
 
Pencapaian masing-masing sasaran strategis tersebut dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 
 

1. Kegiatan Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang 
Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, dengan Indikator Kinerja: 
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan BBPMSOH dengan target 3,62 
skala likert. 
Penjelasan tentang capaian kinerja dari indikator tersebut dapat dijelaskan melalui 
tabel sebagai berikut: 
Tabel 3. Capaian realisasi meningkatnya kualitas layanan publik terhadap Layanan 

BBPMSOH 
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Sasaran Strategis 
Indikator 
Kinerja 

Target 
Kinerja 
2025 

Realisasi 
2025 

% 
Realisasi 

2025 
Terwujudnya Birokrasi 
Ditjen Peternakan dan 
Kesehatan Hewan yang 
Efektif, Efisien, dan 
Berorientasi pada 
Layanan Prima 

Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
(IKM) atas 
layanan 
BBPMSOH 

3,62 
Skala 
Likert 

3,76 Skala 
Likert 

103,86% 

 
Penilaian responden dilakukan dengan mengisi kuisioner secara online dari pihak 
masyarakat melalui googleform.  Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat 
berpedoman kepada keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit 
Penyelengara Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pertanian No. 
19/Permentan/OT.140/4/2018 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat 
Unit Kerja Pelayanan publik Lingkup Kementerian Pertanian. Berdasarkan 
pedoman tersebut metode yang digunakan adalah survei dengan menggunakan 
kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data.  Responden dipilih secara acak 
untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan survei. Didalam kuesioner tersebut 
terdapat 9 unsur penting yang mencakup unsur minimal yang harus ada untuk 
dasar pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat, yaitu:  

1. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administrasi yang 
diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis 
pelayanannya;  

2. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan 
kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;  

3. Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan, yaitu pelaksanaan 
waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;  

4. Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan, yaitu keterjangkauan 
masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;  

5. Kesesuaian Produk Pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan 
yang dimiliki petugas dalam kesesuaian produk pelayanan dengan hasil 
maksimal yang diberikan; 

6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan 
yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada 
masyarakat;  

7. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap perilaku petugas dalam 
memberikan pelayanan kepada mayarakat secara sopan dan ramah serta 
saling menghargai dan menghormati;  
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8. Penanganan Pengaduan pengguna Layanan, yaitu penanganan 
pengaduan pengguna layana dapat memberikan rasa aman kepada 
penerima pelayanan;  

9. Kualitas sarana dan Prasarana, yaitu kondisi sarana dan prasarana 
pelayanan yang bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa 
nyaman kepada penerima pelayanan.  

Untuk memudahkan interprestasi terhadap hasil pengolahan data SKM, maka nilai 
SKM dihitung dengan menggunakan Nilai Rata-Rata Tertimbang dari masing-masing 
unsur pelayanan. Adapun kriteria hasil penilaian terhadap 9 unsur pelayanan yang 
dikaji, sebagaimana dalam tabel berikut: 

 
Interprestasi Hasil 
Pengukuran SKM 
Nilai Persepsi 

Nilai Interval IKM 
Nilai Interval 
Konversi IKM 

Mutu 
Palayanan 

Kinerja Unit 
Pelayanan 

1  1,00 - 2,5996  25,00 - 64,99  D  Tidak Baik  
2  2,60 - 3,064  65,00 - 76,60  C  Kurang baik  
3  3,0644 - 3,532  76,61 - 88,30  B  Baik  
4  3,532 - 4,00  88,31 – 100,00  A  Sangat Baik  

 
Realisasi kegiatan meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan 
BBPMSOH, dengan Indikator Kinerja: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas 
layanan publik BBPMSOH mencapai rata-rata 3,76 skala likert (104,35%) dari target 
3,62 skala likert (sangat berhasil). Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di 
BBPMSOH dilaksanakan berdasarkan Lampiran III Pedoman Peraturan Menteri 
Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survey Kepuasan 
Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian masuk dalam 
kategori “A” Sangat Baik.  
Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh 
hasil sebagai berikut : 
 
Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh 
hasil sebagai berikut : 

 

Tabel 4. Detail Nilai SKM Per Unsur 

 Nilai Unsur Pelayanan 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

IKM per unsur 3,803 3,775 3,770 3,789 3,793 3,789 3,714 3,723 3,690 
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Kategori A A A A A A A A A 

IKM Unit Layanan 94 (A atau Sangat  Baik) 

 

 

 

Gambar 1.  Grafik Nilai SKM Per Unsur 

 
Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa:  

1. Kesesuaian pelayanan, Kecepatan Pelayanan dan kualitas sarana dan 
prasarana mendapatkan nilai terendah yaitu 3,751 kategori A.  

2. Sedangkan 9 unsur layanan lainnya memiliki diatas  3,51 dengan kategori A 
sangat baik dengan nilai tertinggi yaitu perilaku petugas layanan, kompetensi 
petugas, kesesuaian pelayanan, dan prosedur pelayanan 

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui 
berbagai kanal aduan yang telah disediakan, tidak terdapat aduan masyarakat. 
Kecepatan pelayanan, peningkatan sarana dan prasarana pengujian dilakukan secara 
bertahap karena keterbatasan anggaran.  

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik 
maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil 
analisa ini  dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut 
perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.  

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik 
maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil 
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analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut 
perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya. 
Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui acara sosialisasi 
standar pelayanan publik dan tarif layanan pengujian melalui zoom meeting terkait tarif 
Volatil pada Pengujian Vaksin pada produsen dan importir Vaksin Obat hewan.  

Berdasarkan sistem IKM daring tersebut diperoleh nilai yaitu 94. Jika dikonversi 
kedalam skala likert maka perhitungannya yaitu : 

Nilai IKM Skala Likert = Nilai IKM x 4 = 94 x 4 = 3,76 skala likert. 
     100             100 

BBPMSOH selalu meningkatkan semua unsur tersebut agar pengguna layanan 
mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, dan mudah. Pada tahun 2025 telah 
ditetapkan yakni Standar Pelayanan Publik (SPP) Nomor 
00034/Kpts/OT.080/F5.I/02/2025. Didalamnya terdapat kesembilan unsur utama 
pelayanan yang dapat diakses melalui website 
http://bbpmsoh.ditjenpkh.pertanian.go.id/ atau datang langsung di Unit Layanan 
Terpadu BBPMSOH. Petugas dalam melayani pelanggan selalu mendapatkan 
pelatihan keterampilan dan wawasan serta kecepatan dalam merespon pengaduan 
masyarakat juga menjadi pengungkit peningkatan layanan sehingga output kinerja 
yang dilakukan terhadap pengguna layanan menjadi lebih optimal. 
Selain perbaharuan Website dan keterampilan SDM yang selalu dimutakhirkan, 
Aplikasi SIHAPSOH yang merupakan terobosan baru untuk mempermudah pelanggan 
BBPMSOH untuk melakukan pengujian mutu obat hewan secara online. 
Pengembangan aplikasi SIHAPSOH memenuhi harapan pelanggan. Pelanggan tidak 
perlu datang langsung atau menghubungi melalui telepon, cukup mengunduh aplikasi 
SIHAPSOH, maka pelanggan dapat mengirimkan persyaratan dokumen dan 
mengigirmkan sampel lewat ekspedisi untuk pengujian obat hewan. 
Kemudahan-kemudahan dalam pelayanan tersebut memberikan pelanggan atau 
pengguna layanan untuk memberikan apresiasi terhadap layanan dengan 
memberikan nilai yang baik atas kepuasan layanan yang diberikan. Disamping itu, 
faktor-faktor penyebab keberhasilan pencapaian penilaian IKM dari masyarakat yang 
diatas target ini disebabkan karena pelayanan BBPMSOH sudah sesuai standar 
Sistem Manajemen Mutu Laboratorium ISO 17025:2017, Sistem Manajemen Mutu ISO 
9001:2015, akreditasi ASEAN sebagai ASEAN reference laboratory for animal vaccine 
testing, dan ISO 37001:2016 tentang Sistem Mutu Anti Penyuapan serta ISO 
45001:2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sehingga pelayanan 
yang diberikan mampu meningkatkan kepuasan dari masyarakat.  
Sasaran kegiatan Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik di 
Lingkungan Kementerian Pertanian, dengan Indikator Kinerja : Nilai Pembangunan 
Zona Integritas (ZI) BBPMSOH dengan target 80 Nilai.  

http://bbpmsoh.ditjenpkh.pertanian.go.id/
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Perbandingan target dan realisasi tahun ini. 
Target nilai pembangunan zona integritas 80 nilai dengan realisasi 94,59 nilai 
(118,23%) sangat berhasil. 
 

Tabel 5. Capaian realisasi nilai pembangunan zona integritas BBPMSOH 
 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Target 
Kinerja 

2025 

Target 
Jangka 

Menengah 
(Tahun 
2029) 

Realisasi 
2025 

Realisasi 
2024 

% Realisasi 
2025 

terhadap 
Target 2025 

% Reailisasi 
2025 

terhadap 
Realisasi 

2024 

% Realisasi 
2025 

terhadap 
Target 
Jangka 

Menengah 
(2029) 

Terwujudnya 
Birokrasi Ditjen 
Peternakan dan 
Kesehatan Hewan 
yang Efektif, 
Efisien, dan 
Berorientasi pada 
Layanan Prima 

Nilai Pembangunan 
Zona Integritas (ZI) 
BBPMSOH 

80 Nilai 80 Nilai 94,59 Nilai 91,72 Nilai 118,23% 103,12% 107,48% 

 
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 dan capaian 
kinerja tahun-tahun sebelumnya. 
 
Realisasi Kinerja Tahun 2025 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 mengalami 
peningkatan 103,12%, hal ini karena adanya komitmen bersama semua pegawai 
BBPMSOH dalam mewujudkan perubahan dan pembangunan zona integritas. Selain 
itu BBPMSOH juga telah menerapkan ISO 37001:2026 tentang Sistem Manajemen 
Anti Penyuapan (SMAP) dan Sistem Pengendalian Internal dapat meningkatkan 
kesadaran serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga hal ini 
menjadi komitmen bersama dalam mewujudkan perubahan dan pembangunan zona 
integritas. Indeks nilai pembangunan zona integritas dilaksanakan oleh oleh tim penilai 
internal Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan hewan. 

 
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 BBPMSOH dengan standar nasional tidak 
dapat dibandingkan karena penilaian indeks nilai pembangunan zona integritas 
dilaksanakan oleh tim penilai internal Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan 
hewan. Sedangkan untuk penilaian indeks nilai pembangunan zona integritas nacional 
dilaksanakan oleh Kemeterian PAN RB. 
 
Analisis penyebab keberhasilan kinerja. 
Keberhasilan implementasi pembangunan Zona Integritas (ZI) dalam suatu instansi 
pemerintah atau lembaga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berikut beberapa 
penyebab keberhasilannya: 
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1. Kepemimpinan yang Kuat dan Berkomitmen 
Kepemimpinan yang memiliki komitmen kuat terhadap integritas dan 
perubahan sangat penting. Pemimpin yang visioner mampu memberikan 
arahan dan motivasi kepada seluruh pihak di dalam organisasi untuk 
mendukung penerapan ZI. 

2. Budaya Organisasi yang Mendukung 
Pembangunan ZI memerlukan perubahan budaya di dalam organisasi. 
Organisasi yang memiliki budaya yang mendukung transparansi, 
akuntabilitas, dan anti-korupsi lebih mudah berhasil dalam implementasi 
ZI. 

3. Sumber Daya Manusia yang Kompeten 
Keberhasilan juga bergantung pada kemampuan dan kesadaran aparatur 
sipil negara (ASN) dalam melaksanakan tugas mereka sesuai dengan 
nilai-nilai integritas. Pendidikan, pelatihan, dan pembinaan yang tepat 
membantu meningkatkan kapasitas ASN dalam menjalankan tugas 
dengan integritas. 

4. Partisipasi dan Keterlibatan Stakeholder 
Partisipasi seluruh pihak terkait, termasuk masyarakat dan pihak 
eksternal, sangat penting. Mereka berfungsi sebagai pengawas dan 
memberi masukan untuk perbaikan, sehingga mendorong implementasi ZI 
berjalan sesuai harapan. 

5. Penguatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal 
Pembentukan sistem pengawasan yang efektif melalui audit, evaluasi 
berkala, dan penguatan mekanisme pengendalian internal memastikan 
bahwa setiap tahapan pembangunan ZI dapat dipantau dan dievaluasi. 

6. Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Memadai 
Infrastruktur yang mendukung seperti sistem informasi dan teknologi yang 
memadai akan memudahkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan 
penerapan ZI dengan lebih efektif, terutama dalam hal transparansi dan 
akuntabilitas. 

7. Penegakan Hukum yang Tegas 
Penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran akan 
memberikan efek jera dan mendorong perilaku yang lebih baik di kalangan 
ASN. Kejelasan aturan dan sanksi yang tegas menjadi pendorong penting 
dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik-praktik koruptif. 

 
Dengan menggabungkan faktor-faktor ini, instansi dapat mengimplementasikan 
pembangunan Zona Integritas secara optimal, sehingga tercipta birokrasi yang bersih, 
transparan, dan akuntabel. 
Upaya untuk mempertahankan dan menunjang keberhasilan tersebut. 
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Untuk mempertahankan dan menunjang keberhasilan implementasi Zona Integritas 
(ZI) dalam suatu organisasi atau instansi, beberapa upaya yang dapat dilakukan 
meliputi: 

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) 
Terus melakukan pelatihan dan pendidikan bagi seluruh aparatur sipil negara 
(ASN) terkait dengan nilai-nilai integritas, etika profesi, serta teknik dan sistem 
yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Penguatan kompetensi ini 
penting agar ASN mampu menjalankan tugas dengan standar tinggi dan 
mematuhi prinsip-prinsip ZI. 

2. Penguatan Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas 
Membangun dan memperkuat sistem pengawasan internal yang efektif serta 
memastikan adanya mekanisme evaluasi dan audit berkala untuk menilai sejauh 
mana zona integritas telah diterapkan. Pengawasan yang ketat akan mengurangi 
potensi penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas dalam setiap kegiatan. 

3. Pemeliharaan Budaya Organisasi yang Positif 
Budaya organisasi yang mendukung ZI perlu dipelihara dan dikembangkan 
secara berkelanjutan. Melalui komunikasi internal yang efektif dan kegiatan-
kegiatan yang mendorong perilaku etis, instansi dapat memastikan bahwa 
seluruh elemen organisasi menjaga budaya integritas. 

4. Evaluasi dan Umpan Balik Secara Berkala 
Melakukan evaluasi dan mendapatkan umpan balik dari berbagai pihak, baik 
internal maupun eksternal, untuk mengetahui area yang perlu diperbaiki. Proses 
ini bisa berupa survei kepuasan masyarakat, audit independen, serta analisis 
terhadap laporan kinerja instansi yang relevan. 

5. Pemberian Penghargaan dan Sanksi yang Konsisten 
Memberikan penghargaan kepada ASN atau unit yang berhasil mempertahankan 
ZI dengan baik akan memberikan motivasi dan contoh positif bagi yang lain. Di 
sisi lain, penegakan sanksi secara tegas terhadap pelanggaran yang terjadi akan 
memastikan bahwa penerapan ZI tidak hanya sebatas formalitas, melainkan 
bagian dari budaya kerja. 

6. Penerapan Teknologi dan Inovasi 
Memanfaatkan teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi dan 
efisiensi pelayanan publik. Penggunaan e-government, aplikasi pelaporan 
pengaduan, dan sistem informasi lainnya dapat mempermudah masyarakat 
dalam mengakses informasi serta menyampaikan keluhan atau masukan secara 
langsung. 

7. Penguatan Komitmen Pimpinan 
Komitmen dan keteladanan pimpinan sangat berpengaruh dalam menunjang 
keberlanjutan ZI. Pimpinan yang secara konsisten menegakkan nilai-nilai 
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integritas akan menjadi contoh dan pendorong bagi seluruh jajaran untuk 
melaksanakan ZI dengan penuh kesungguhan. 

8. Melibatkan Masyarakat dalam Pengawasan 
Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi, 
misalnya melalui forum komunikasi publik, aplikasi pelaporan online, dan 
pelibatan masyarakat dalam kegiatan monitoring kinerja instansi. Dengan ini, 
masyarakat menjadi mitra dalam menjaga integritas dan memastikan pelayanan 
publik berjalan dengan baik. 

9. Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga 
Menguatkan kerjasama antara instansi pemerintah dan lembaga-lembaga lain 
(baik nasional maupun internasional) untuk mendukung transparansi dan 
integritas, serta berbagi praktik terbaik dalam penerapan ZI. Kolaborasi ini 
penting untuk meminimalkan duplikasi dan meningkatkan efektivitas kebijakan. 

10. Penegakan Hukum yang Tegas 
Melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap setiap pelanggaran yang 
terjadi, baik oleh ASN maupun pihak eksternal. Dengan penegakan hukum yang 
konsisten, maka setiap individu dan unit akan lebih berhati-hati dalam 
menjalankan tugasnya, sehingga mempertahankan ZI menjadi lebih terjamin. 
Upaya-upaya ini penting agar penerapan Zona Integritas tidak hanya menjadi 
suatu proyek jangka pendek, tetapi dapat menjadi bagian dari budaya organisasi 
yang berlangsung secara berkelanjutan dan berkontribusi pada terciptanya 
pelayanan publik yang lebih baik dan bebas dari korupsi. 
 

2. Sasaran Kegiatan Terjaminnya Mutu dan Keamanan Obat Hewan yang beredar 
oleh BBPMSOH, dengan indikator kinerja : Persentase Obat Hewan yang 
memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Terhadap Obat Hewan yang beredar 
dengan target 90%.  
Sasaran Kegiatan Terjaminnya Mutu dan Keamanan Obat Hewan yang beredar 
oleh BBPMSOH, dengan indikator kinerja : Persentase Obat Hewan yang 
memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Terhadap Obat Hewan yang beredar 
dengan target 90%. dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 6. Capaian Realisasi Sasaran Kegiatan Terjaminnya Mutu dan Keamanan 
Obat Hewan yang beredar oleh BBPMSOH, dengan indikator kinerja : 
Persentase Obat Hewan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan 
Keamanan Terhadap Obat Hewan yang beredar 

 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Target 
Kinerja 

2025 

Target 
Jangka 

Menengah 
(Tahun 
2029) 

Realisasi 
2025 

Realisasi 
2024 

% Realisasi 
2025 

terhadap 
Target 2025 

% Reailisasi 
2025 

terhadap 
Realisasi 

2024 

% Realisasi 
2025 

terhadap 
Target 
Jangka 

Menengah 
(2029) 

Terjaminnya Mutu 
dan Keamanan 

Persentase Obat 
Hewan yang 

90% 94% 98,02% - 108,91% - 104,27% 
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Obat Hewan yang 
beredar oleh 
BBPMSOH 

memenuhi 
Persyaratan Mutu dan 
Keamanan Terhadap 
Obat Hewan yang 
beredar 

 

Perbandingan target dan realisasi tahun ini. 
Pada tahun 2025 realisasi pencapaian kegiatan Terjaminnya Mutu dan 
Keamanan Obat Hewan yang beredar oleh BBPMSOH, dengan indikator kinerja 
: Persentase Obat Hewan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan 
Terhadap Obat Hewan yang beredar dengan target 90% telah tercapai 98,02% 
(108,91%) (sangat berhasil).  
Pelaksanaan kegiatan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan terdiri dari : 
1) Pengujian mutu obat hewan dalam rangka pendaftaran obat baru dan 

pendaftaran ulang. Sampel tersebut dibawa oleh perusahaan yang 
bersangkutan langsung ke BBPMSOH disertai dokumen-dokumen obat 
hewan tersebut untuk diuji. Pelaksanaan kegiatan pengujian mutu ini 
merupakan proses untuk mendapatkan nomor pendaftaran (registrasi) obat 
hewan dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Tujuan 
kegiatan ini untuk menjamin mutu/kualitas obat hewan yang akan/telah 
beredar di wilayah Republik Indonesia. Dan melindungi peternak sebagai 
pengguna/konsumen dari perusahaan obat hewan, agar tercapai target 
produksi yang diinginkan melalui penggunaan/pengobatan yang baik dan 
mempunyai nomor registrasi (legal). 

2) Pengujian mutu obat hewan yang diperoleh dari kiriman daerah dinas 
Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia serta dari masyarakat pengguna 
obat hewan yang ingin mengetahui kualitas obat hewan yang digunakan 
melalui pelayanan teknis pengujian mutu obat hewan. Kegiatan ini bertujuan 
untuk mengetahui mutu/kualitas obat hewan yang beredar di wilayahnya 
masing-masing dalam rangka pengawasan obat hewan oleh dinas 
provinsi/kabupaten/kota. Pelaksanaan pengujian mutu obat hewan kiriman 
dinas dan pelayanan teknis dilaksanakan bila ada kiriman sampel obat hewan 
dari dinas peternakan provinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia dan dari 
masyarakat pengguna obat hewan untuk mengetahui apakah sampel 
dimaksud memenuhi persyaratan mutu obat hewan atau tidak. 

3) Kegiatan pengkajian obat hewan dilaksanakan dengan pengambilan sampel 
di lapangan dan selanjutnya dilakukan pengujian di BBPMSOH. Pada tahun 
2025 pengkajian obat hewan dilaksanakan oleh masing-masing unit uji yaitu 
pengkajian virologi vaksin Avian Influenza (AI), pengkajian bakteriologi (Vaksin 
Salmonellosis) dan pengkajian mutu obat hewan sediaan antibiotik.  

4) Kegiatan pemantauan obat hewan tahun 2025 berupa pemantauan obat 
hewan bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana kualitas obat hewan 
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dari produsen/importir sampai dengan di pengecer/Depo/Poultry shop dan 
pengguna/ peternaknya. Pelaksanaan kegiatan pemantauan obat hewan di 
lapangan ini dimaksudkan untuk: 
a. Melindungi konsumen dari pemakaian obat hewan yang tidak bermutu; 
b. Mempertahankan mutu obat hewan di lapangan; 
c. Mengetahui faktor penurunan mutu, yang disebabkan berbagai faktor 

seperti oleh faktor eksternal seperti penyimpanan (di pabrik 
importir/pengecer), transportasi (di Produsen/ lmportir/ distributor/ 
pengecer/ depo obat/ peternak/ dokter hewan praktek). 

Perhitungan Persentase Obat Hewan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan 
Keamanan Terhadap Obat Hewan yang beredar adalah: 

Jumlah Sampel obat hewan yang memenuhi 
persyaratan mutu dan keamanan obat hewan 

 
x 100% 

Jumlah Sampel Obat Hewan Keseluruhan 
yang diuji (Pasif dan Aktif) 

 

 
Pada Tahun 2025 BBPMSOH telah melaksanakan Pengujian Mutu obat Hewan 
sebanyak 3.185 sampel dengan jumlah sampel yang memenuhi persyaratan sebanyak 
3.122 sampel, sehingga Persentase Obat Hewan yang memenuhi Persyaratan Mutu 
dan Keamanan Terhadap Obat Hewan yang beredar adalah: 

3.122 sampel x 100% = 98,02% 
3.185 sampel 

Rincian realisasi sampel tersebut dapat dilihat pada Tabel di bawah ini. 
 

Tabel 7. Realisasi Sampel dan Obat Hewan Yang memenuhi Persyaratan Tahun 2025 

No. Jenis Pengujian 

Realisasi 
Jumlah 
Sampel 

Pengujian 

Sampel yang 
memenuhi 

persyaratan 
mutu (MS) 

% 

1 Pengujian sampel dalam rangka sertifikasi  
(Produk Virologi) 

83 73 87,95% 

2. Pengujian sampel dalam rangka sertifikasi  
(Produk Bakteriologi) 

32 26 81,25% 

3. Pengujian sampel dalam rangka sertifikasi  
(Produk Farmasetik Premiks) 

564 525 93,08% 

4. Pengujian sampel Kiriman Daerah 231 225 97,40% 
5. Pengujian sampel Pelayanan Teknis 478 478 100,00% 
6. Pengujian sampel pengkajian virologi 600 600 100,00% 
7. Pengujian sampel pengkajian bakteriologi 505 505 100,00% 
8. Pengujian sampel pengkajian Farmasetik 487 487 100,00% 
9. Pengujian sampel pemantauan obat hewan di lapangan 205 203 99,02% 

 JUMLAH 3.185 3.122 98,02% 
Sumber Data:  Kelompok Pelayanan Teknis dan Kelompok Pelayanan Sertifikasi dan Jaminan Mutu Layanan dan 

Kerjasama, 2025 

 
 



20 
 
 

 

 

Analisis penyebab keberhasilan kinerja. 
Faktor-faktor penyebab keberhasilan pencapaian sasaran strategis diantaranya 
karena: 
1. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan obat hewan yang 

bermutu membuat para produsen/importir obat hewan melakukan pengujian mutu 
obat hewan ke BBPMSOH. Hal ini ditandai dengan meningkatnya penerimaan 
sampel obat hewan kiriman daerah dan dari pelayanan teknis. 

2. Meningkatnya perkembangan industri obat hewan baik sebagai produsen atau 
importir yang membuat/memasukkan obat hewan baru, sehingga setiap obat 
hewan baru yang akan diedarkan harus mendapat sertifikat mutu obat hewan dari 
BBPMSOH. 

3. Meningkatnya kesadaran pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk melakukan 
pengawasan peredaran obat hewan di daerahnya masing-masing dengan 
mengirimkan sampel obat hewan yang beredar di daerahnya masing-masing 
untuk dilakukan pengujian mutu obat hewan di BBPMSOH. 

 
Upaya untuk mempertahankan dan menunjang keberhasilan tersebut. 
Upaya untuk mempertahankan dan menunjang keberhasilan dalam pencapaian target 
pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan di tahun mendatang antara lain dengan 
melakukan peningkatan kemampuan, kompetensi dan profesionalisme SDM melalui 
pelatihan baik teknis dan non teknis serta manajerial secara berkala dan 
berkesinambungan; melengkapi sarana dan prasarana dengan melakukan 
peremajaan dan penambahan peralatan laboratorium sesuai perkembangan 
teknologi: mengoptimalkan koordinasi yang lebih efektif dan mensosialisasikan 
program dan kegiatan BBPMSOH kepada masyarakat pengguna jasa 
(produsen/importir obat hewan), Asosiasi Obat Hewan Indonesia, instansi pemerintah 
Pusat dan Daerah untuk mencapai target yang ditetapkan; dan mengoptimalkan 
fasilitas sarana dan prasarana laboratorium dan kandang uji hewan percobaan dalam 
melaksanakan pengujian mutu obat hewan sehingga pengujian dapat selesai tepat 
waktu. Hal ini dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. 
 
Meskipun demikian terdapat 12 sampel  atau 0,4% yang melebihi janji layanan dengan 
rincian sebagai berikut:  
 
Tabel 8. Daftar Pengujian Obat Hewan Yang Melebihi Janji Layanan tahun 2025 

 
NO. NO. 

UJI 
TANGGAL 

MASUK 
NAMA 

SAMPEL 
JENIS 

PENGUJIAN 
UNIT JENIS 

SEDIAAN 
TANGGAL 
SELESAI 

SERTIFIKAT 

STANDARD 
WAKTU 

DURASI 
PENGUJIAN 

1  S-
6862024  

15/11/2024  NOBIVAC 
RABIES  

DU  VR  Vaksin Rabies 
tanpa uji 
tantang  

24/03/2025  75 Hari 86 
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2 S-
0522025  

24/01/2025  FOSBAC PLUS T  DU  F&P  Oral  28/04/2025  35 Hari 57 

3  S-
7322024  

17/12/2024  Medivac SHS  DB  VR  Vaksin Swollen 
Head Syndrome 
Aktif  

05/05/2025  75 Hari 86 

4  S-
0692025  

10/02/2025  TRI-SOLFEN 
TOPICAL 
ANAESTHETIC 
& ANTISEPTIC 
SOLUTION  

DB  F&P  Topikal  21/05/2025  35 hari 64 

6  S-
3002025  

20/06/2025  COATEX 
CAPSULES  

DB  F&P  Oral  26/08/2025  35 hari 42 

7  S-
4372025  

03/09/2025  FIBERPROZYME  DB  F&P  Premiks  30/10/2025  35 hari 41 

8  S-
1222025  

28/02/2025  PORCILIS PCV 
M HYO  

DB  VR/BK  Virus ORF, 
Mycoplasma 
hyopneumoniae  

20/11/2025  150 Hari 176 

9  S-
3912025  

08/08/2025  PREVACENT 
PRRS  

DB  VR  Vaksin Porcine 
Reproductive 
and Respiratory 
Syndrome  

12/12/2025  75 Hari 89 

10 S-
6052025  

03/11/2025  Enrovit Plus  DB  F&P  Premiks  22/12/2025  35 hari 36 

11  S-
5482025  

16/10/2025  EBOD VIT®  DB  F&P  Oral  23/12/2025  35 hari 49 

12  S-
5762025  

23/10/2025  AGRIPIG  LL  F&P  Premiks  24/12/2025  35 hari 45 

 
 

3. Kegiatan meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Internal, dengan indikator 
kinerja : Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen, dengan indikator kinerja : (1) 
Layanan BMN target 1 Layanan ; (2) Layanan Perkantoran target 2 Layanan ; (3) 
Layanan Manajemen SDM target 63 Layanan ; (5) Layanan Pemantauan dan Evaluasi 
target 1 Dokumen ; (6) Layanan Manajemen Keuangan target 12 Dokumen. 
Penjelasan tentang capaian kinerja dari indikator tersebut dapat dijelaskan melalui 
tabel sebagai berikut: 

Tabel 9. Capaian kinerja dukungan manajemen internal tahun 2025 

Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja 
Target Kinerja 

2025 Realisasi 
2025 

% 
Realisasi 2025 Keterangan Capaian Kinerja TA. 2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jumlah Layanan BMN 

 
1 

Layanan 

 
1 

Layanan 

 
100,00 

Telah dilaksanakan kegiatan penyusunan revisi DIPA TA. 
2025, Revisi Perubahan Halaman III DIPA Triwulan 1, dan 
Revisi POK TA. 2025 

Layanan Perkantoran (Layanan 
Gaji dan Tunjangandan 
Layanan OPerasional dan 
Pemeliharaan Perkantoran) 

 

 
2 Layanan 

 

 
2  Layanan 

 
100,00 

Telah dilaksanakan kegiatan penyusunan revisi DIPA TA. 
2025, Revisi Perubahan Halaman III DIPA Triwulan 1, dan 
Revisi POK TA. 2025 

 
 

 
Layanan Manajemen SDM 

 
 
 
 

63 Layanan 

 
 
 
 

63 Layanan 

 
 
 

100,00 

Telah dilaksanakan kegiatan 2 (dua) layanan periode 1 
Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 berupa 
(1) layanan pembayaran gaji dan tunjangan bulan Januari 
– Desember 2025, dan (2) layanan pelaksanaan 
pembayaran operasional dan pemeliharaan perkantoran 
bulan Januari - Desember 2025. 
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Peningkatan 
Layanan 
Dukungan 
Manajemen 

 

 
Layanan Pemantauan dan 
evaluasi 

 
 
 
 

1 Dokumen 

 
 
 
 

1 Dokumen 

 
 
 

100,00 

Telah dilaksanakan kegiatan 63 Layanan berupa Layanan 
Kepegawaian Kenaikan pangkat, Kenaikan Jabatan dan 
penyelesaian SKP pada 63 orang pegawai ASN 
BBPMSOH Bulan Januari sampai dengan Desember TA. 
2025. 

 
Layanan Manajemen 
keuangan 

 

 
12 Dokumen 

 

 
12 Dokumen 

 
100,00 

Telah dilaksanakan kegiatan penyusunan Laporan 
Capaian Output pada aplikasi SAKTI Bulan Januari 
sampai dengan Desember TA. 2025. 

 
 

a. Capaian Kinerja Lainnya 
 
Selain capaian kinerja yang telah diuraikan diatas, pada tahun 2025 dapat 
diinformasikan capaian kinerja pendukung lainnya sebagai berikut: 
1. BBPMSOH menjadi Laboratorium terakreditasi tingkat Nasional sesuai SNI 

ISO/IEC 17025:2017 oleh Komite Akreditasi Nasional; 
2. BBPMSOH mendapat perpanjangan Sertifikat ISO 9001:2015 oleh PT. Tuv 

Nord Indonesia; 
3. BBPMSOH menjadi Laboratorium terakreditasi/tersertifikasi Sistem Manajemen 

Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 oleh PT. Tuv Nord Indonesia; 
4. BBPMSOH menjadi Laboratorium terakreditasi/tersertifikasi Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) ISO 45001:2018 oleh PT. Garuda 
Sertifikasi Indonesia; 

5. BBPMSOH mendapat Anugerah Penghargaan sebagai Unit Kerja Eselon II 
dengan predikat “Informatif” dalam Pemeringkatan Keterbukaan Informasi 
Publik Kementerian Pertanian Tahun 2025. 

6. BBPMSOH mendapat piagam penghargaan sebagai Unit Penyelenggara 
Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik Tahun 2023 dari Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. 

7. BBPMSOH menjadi Laboratorium ter-Akreditasi tingkat ASEAN dan sebagai 
Focal Point ASEAN untuk pengujian vaksin; 

8. BBPMSOH Memperoleh Sertifikat Wilayah Bebas dari Korupsi dari Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

9. BBPMSOH Telah menerapkan Sistem Informasi Hasil Pengujian Mutu dan 
Sertifikasi Obat Hewan (SIHAPSOH) dan Sistem Monitoring Mutu Obat Hewan 
Indonesia (SIMOHI) bagi para pengguna jasa BBPMSOH. 

10. Pelaksanaan kalibrasi peralatan Laboratorium dan Penyebaran Informasi 
pengujian mutu obat hewan; 

11. Pelaksanaan kaji ulang manajemen, kaji ulang dokumen, audit internal dan 
peningkatan kompetensi SDM sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017 dan ISO 
9001:2015; 
 

Hambatan/Kendala dan Upaya Tindak Lanjut Penyelesaian 
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 Hambatan/Kendala Administrasi, Manajemen dan Sumber Daya manusia, antara lain: 

1. Kurangnya personil pegawai negeri sipil khususnya tenaga administrasi dan 
tenaga paramedik veteriner pada Unit Uji Laboratorium dan Unit Hewan 
Percobaan dan Limbah untuk persiapan penggantian personil yang telah dan 
akan memasuki masa purnatugas. 

2. Perlunya pelatihan secara berkala bagi tenaga teknis maupun administrasi 
dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBPMSOH. 

Hambatan/Kendala Teknis, antara lain: 

1. Beberapa fasilitas peralatan sudah tidak memadai untuk digunakan lagi, 
sehingga dibutuhkan peremajaan alat-alat pengujian. 

2. Fasilitas kandang hewan percobaan perlu ditingkatkan dan dioptimalkan untuk 
memfasilitasi dan mempercepat proses pengujian obat hewan yang 
menggunakan kandang hewan percobaan. 

3. Ada beberapa obat hewan dengan zat aktif yang baru dan kompleks, sehingga 
BBPMSOH masih harus mengkaji metode untuk pengujian obat hewan tersebut 
dan melakukan pengembangan dan validasi teknik metode pengujian serta 
pengadaan bahan standar zat aktif  dan seed tantang yang belum tersedia. 

Upaya Tindak Lanjut Penyelesaian 

Langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai upaya dan tindak lanjut 
penyelesaian hambatan/kendala untuk pencapaian sasaran strategis BBPMSOH 
adalah: 

1. Melaksanakan kerjasama dengan UPT/UPTD Perbibitan dalam penyedia 
hewan percobaan pada pengujian yang menggunakan hewan besar; 

2. Melaksanakan kerjasama dengan Universitas, BRIN dalam penyediaan standar 
uji, fasilitas kandang hewan percobaan dan pengembangan uji produk obat 
hewan baru; 

3. Melengkapi sarana dan prasarana dengan melakukan peremajaan dan 
penambahan peralatan laboratorium sesuai perkembangan teknologi.  

4. Mengoptimalkan fasilitas sarana dan prasarana laboratorium dan kandang uji 
hewan percobaan dalam melaksanakan pengujian mutu obat hewan sehingga 
pengujian dapat selesai tepat waktu.  

5. Melengkapi standar zat aktif dan seed/kuman tantang untuk kelancaran proses 
pengujian mutu obat hewan melalui pengadaan di awal tahun. 
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6. Melakukan pengembangan metoda uji sesuai perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi mutakhir, dan melakukan verifikasi dan validasi 
teknik dan metode pengujian. 

7. Meningkatkan sosialisasi tentang tata cara pengiriman sampel dan proses 
pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan kepada perusahaan obat hewan, 
ASOHI, dinas provinsi/kabupaten/kota dan stakeholder lainnya. 

8. Perlu operasionalisasi Laboratorium BSL-3 secara optimal dan pembuatan 
gedung administrasi yang terpisah dengan gedung laboratorium untuk lebih 
meningkatkan pelayanan pengujian di masa mendatang. 

9. Perlunya tambahan pegawai negeri sipil untuk menggantikan pegawai yang 
sudah/akan memasuki masa purnatugas. 

10. Melakukan peningkatan kemampuan, kompetensi dan profesionalisme SDM 
melalui pelatihan baik teknis dan non teknis serta manajerial secara berkala dan 
berkesinambungan. 

11. Meningkatkan mutu semua kegiatan sesuai Standar Internasional baik segi 
teknis maupun non teknis melalui penerapan SNI ISO/IEC 17025:2017, ISO 
9001:2015, ISO 45001:2018, dan ISO 37001:2016. 

 

A. Realisasi Anggaran 

BBPMSOH mendapatkan alokasi anggaran DIPA awal pada tahun 2025 
sebesar Rp 22.309.370.000,00. Selanjutnya terjadi refocusing dan penambahan 
kegiatan bantuan ternak ungags dan penambahan belanja gaji dan tunjangan untuk 
tambahan CPNS dan PPPK Tahap 1 Tahun 2025 sehingga perubahan pagu 
anggaran sampai dengan diterbitkan DIPA Revisi terakhir sampai dengan bulan 
Desember 2025 menjadi Rp 33.835.743.000,00. Anggaran BBPMSOH terdiri dari 
program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu Program 
Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas serta Program Dukungan 
Manajemen.  Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2025 yaitu sebesar 
Rp 32.787.270.290,00 (96,90%). Sehubungan adanya blokir dari Kementerian 
Keuangan sebesar Rp 28.942.000,00 maka pagu anggaran tanpa Blokir menjadi Rp 
33.806.801.000,00, sehingga dengan realisasi anggaran sebesar Rp 
32.787.270.290,00 maka persentase realisasi anggaran tanpa blokir menjadi 
96.98%. Sedangkan untuk Capaian kinerja PNBP lingkup BBPMSOH, Realisasi 
PNBP Tahun 2025 mencapai Rp 4.143.295.473,00 dari Target Rp. 3.100.000.000,00 
(133,65%). 
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Berdasarkan aplikasi SMART Kementerian Keuangan BBPMSOH mendapat Nilai 
Kinerja Anggaran dengan kategori “Sangat Baik”. Komponen Nilai Kinerja antara lain 
: nilai kinerja perencanaan anggaran sebesar 97, dan nilai kinerja pelaksanaan 
anggaran sebesar 91,86 sehingga total nilai kinerja anggaran mencapai 94,43 (Sangat 
Baik).  

Data realisasi anggaran per jenis output dan realisasi anggaran menurut jenis belanja 
tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 10. Pagu anggaran dan realisasi per output kegiatan sampai dengan tanggal 
31 Desember 2025 

Kegiatan Kode Rincian Output (RO) 

 
Target Kinerja 

Fisik 

 
Realisasi 

Kinerja Fisik % Realisasi 
Kinerja fisik 

Pagu Anggaran 
APBN (Rp) 

 
Realisasi Anggaran 

(Rp) % Realisasi 
Anggaran 

Blokir 
Pagu Anggaran 

Tanpa Blokir (Rp) 

 
Realisasi Anggaran 
Tanpa Blokir (Rp) 

% Realisasi 
Anggaran 

Tanpa 
Blokir 

Pengendalian 
dan 
Penanggulan
gan Penyakit 
Hewan 
(1784) 

1784. QJA. 001 

Penyidikan dan 
Pengujian Produk 
(Mutu dan Sertifikasi 
Obat Hewan) 

2.314 Produk 
3.185 Produk 

(sertifikat / 
hasil uji 

137,64% 7.759.175.000 7.618.423.510 98,19% - 7.759.175.000 7.618.423.510 98,19% 

1784.QJC.001 

Penyidikan dan 
Pengujian Penyakit 
(Sampel Penyakit 
Hewan yang 
teramati dan 
teridentifikasi 
(Penyidikan dan 
Pengujian Penyakit 
PMK) 

700 Sampel 752 Sampel 107,42% 784.091.000 766.506.401 97.76% - 784.091.000 766.506.401 97.76% 

JUMLAH (1784) 8.543.266.000 8.384.929.911 98,15% - 8.543.266.000 8.384.929.911 98,15% 

(1785) 
Penyediaan 
Benih dan 
Bibit serta 
Peningkatan 
Produksi 
Ternak 

1785.QEO.004 
Bantuan Ternak 
Unggas 

35.400 Ekor 35.400 Ekor 100,00% 11.788.200.000 11.016.619.653 93,45% - 11.788.200.000 11.016.619.653 93,45% 

JUMLAH (1785) 11.788.200.000 11.016.619.653 93,45% - 11.788.200.000 11.016.619.653 93,45% 

 
(1787) 
Dukungan 
Manajemen 
dan 
Dukungan 
Teknis 
Lainnya Ditjen 
Peternakan 
 

1787.EBA.956 Layanan BMN 4 Layanan 4 Layanan 100,00% 6.130.000 1.498.500 24,45% 2.130.000 4.000.000 1.498.500 37,46% 

1787.EBA.962 Layanan Umum 1 Layanan 1 Layanan 100,00% 36.740.000 25.744.970 70,08% 10.052.000 26.688.000 25.744.970 96,47% 

1787.EBA.994 

Layanan 
Perkantoran 
(Layanan Gaji dan 
Tunjangan dan 
Layanan 
Operasional dan 
pemeliharaan 
Perkantoran) 

2 Layanan 2 Layanan 100,00% 13.429.153.000 13.346.272.946 99,38% - 13.429.153.000 13.346.272.946 99,38% 

1787.EBC.954 
Layanan 
Manajemen SDM 

63 Layanan 63 Layanan 100,00% 13.015.000 3.764.350 28,92% 6.508.000 6.507.000 3.764.350 57,85% 

1787.EBD.953 
Layanan 
Pemantauan dan 
Evaluasi 

1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 3.852.000 3.725.000 96,70% - 3.852.000 3.725.000 96,70% 

1787.EBD.955 
Layanan 
Manajemen 
Keuangan 

12 Dokumen 12 Dokumen 100,00% 15.387.000 4.714.960 30,64 10.252.000 5.135.000 4.714.960 91,82% 

 
JUMLAH (1787) 

 
13.504.277.000 13.385.720.726 99,12% 28.942.000 13.459.841.000 13.385.720.726 99,33% 

 
JUMLAH PAGU ANGGARAN BBPMSOH (411962) 

 
33.835.743.000 32.787.270.290 96,90% 28.942.000 33.806.801.000 32.787.270.290 96,98% 

Sumber Data: Tim Kerja Perencanaan dan Keuangan BBPMSOH, 2025 

 
Sedangkan data realisasi anggaran menurut jenis belanja tahun anggaran 2025 
dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 11. Pagu anggaran dan realisasi per jenis belanja sampai dengan tanggal 
31 Desember 2025 

No Jenis Belanja Pagu Anggaran (Rp) 
Realisasi Anggaran 

(Rp) 
% 

1. Belanja Pegawai 5.910.082.000 5.863.221.188 99,21% 

2. Belanja Barang 27.925.661.000 26.924.049.102 96,41% 

JUMLAH 33.835.743.000 33.787.270.290 96,90% 

Sumber Data: Tim Kerja Perencanaan dan Keuangan BBPMSOH, 2025 

 Dalam hal penerimaan PNBP lingkup BBPMSOH, pada Tahun Anggaran 2025 
realisasi penerimaan PNBP sampai dengan 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp 
4.143.295.473,00 dari Target Rp. 3.100.000.000,00 (133,65%). Realisasi penerimaan 
PNBP BBPMSOH tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
 

Tabel 12. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BBPMSOH 
Tahun 2025 

No Uraian Target PNBP (Rp) Realisasi PNBP (Rp) % 

1. Penerimaan Umum 0 53.069.011 0 

2. Penerimaan Fungsional 3.100.000.000 4.090.226.462 131,94 

 JUMLAH 3.100.000.000 4.143.295.473 133,65 

Sumber Data: Tim Kerja Perencanaan dan Keuangan BBPMSOH, 2025 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 

A. Kesimpulan 

1. Secara umum fungsi BBPMSOH tahun 2025 telah dapat menunjukkan 
keberhasilan terutama dalam realisasi pengujian mutu dan sertifikasi obat 
hewan. Keberhasilan ini ditinjau dari aspek teknis, ekonomis/keuangan dan 
aspek pelayanan publik.  

2. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, pelaksanaan target kinerja BBPMSOH 
sebagai berikut: 

a. Kegiatan Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan 
yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, dengan 
indikator kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan 
BBPMSOH mencapai rata-rata 3,64 skala likert (106,43%) dari target 3,42 
skala likert (sangat berhasil); 

b. Kegiatan peningkatan layanan pengendalian dan penanggulangan 
penyakit hewan, dengan indikator kinerja (1) : Jumlah hasil uji mutu obat 
hewan mencapai 3.447 produk (Hasil Uji/Sertifikat) (167,33%) dari target 
2.060 produk (Hasil Uji/Sertifikat) (sangat berhasil); dan (2) Pengamatan 
dan Identifikasi Penyakit Hewan (Pengujian Penyakit Mulut dan Kuku) 
mencapai 2.580 sampel (102,21%) dari  target 2.524 sampel (sangat 
berhasil); dan Sarana Bidang Kesehatan Hewan mencapai 7 unit (100%) 
dari target 7 unit (berhasil); 

c. Kegiatan peningkatan penyediaan benih dan bibit serta peningkatan 
produksi ternak, dengan indikator kinerja : Jumlah ternak ruminansia 
potong mencapai 1.400 ekor (100%) dari target 1.400 ekor (berhasil); 

d. Kegiatan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil ternak, dengan 
indikator kinerja: Jumlah Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, 
investasi, jaringan pemasaran dan ekspor mencapai 1 lembaga (100%) 
dari target 1 lembaga (berhasil); 

e. Kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner dengan indikator 
kinerja: Jumlah sarana kesehatan masyarakat veteriner mencapai 1 unit 
(100%) dari target 1 Unit (berhasil); 

f. Kegiatan peningkatan layanan dukungan manajemen dengan indikator 
kinerja: (1) Jumlah layanan dukungan manajemen internal mencapai 3 
Layanan (100%) dari target 3 Layanan (berhasil); dan (2) Jumlah layanan 
manajemen kinerja internal mencapai 4 dokumen (100%) dari target 4 
dokumen (berhasil). 
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B. Saran 

1. Mengoptimalkan koordinasi yang lebih efektif dan mensosialisasikan 
program dan kegiatan BBPMSOH kepada masyarakat terkait seperti 
produsen/importir obat hewan, Asosiasi Obat Hewan Indonesia, instansi 
pemerintah pusat dan daerah untuk pencapaian target yang telah 
ditetapkan. 

2. Mengoptimalkan fasilitas sarana dan prasarana laboratorium dan kandang 
uji hewan percobaan dalam melaksanakan kegiatan pengujian mutu, 
pengkajian dan pemantauan obat hewan sehingga pengujian dapat selesai 
tepat waktu. Hal ini dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada 
masyarakat. 

3. Memperbaiki sarana peralatan laboratorium yang rusak atau melakukan 
penggantian peralatan yang rusak dengan peralatan yang baru agar proses 
pelaksanaan pengujian mutu, pengkajian dan pemantauan obat hewan 
dapat berjalan dangan baik dan lancar serta selesai tepat waktu. 

4. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara teknis dan 
administrasi dalam hal pelayanan pengujian mutu obat hewan secara 
berkala dan berkelanjutan. 
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BAB VI 
PENUTUP 

 

Laporan Laporan evaluasi dan pemantauan implementasi Sistem Pengendalian 
Intern (SPI) Tahun Anggaran 2025 Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat 
Hewan (BBPMSOH) disusun  untuk memberikan informasi mengenai seluruh kegiatan 
yang telah dilaksanakan di BBPMSOH termasuk kendala/permasalahan dan upaya 
tindaklanjut  penyelesaiannya. 

Selanjutnya diharapkan Laporan Laporan evaluasi dan pemantauan 
implementasi SPI Tahun Anggaran 2025 BBPMSOH ini dapat digunakan sebagai 
bahan evaluasi dan dalam penyusunan rencana kerja/program bagi unit-unit kerja 
BBPMSOH. 

           

      

                                                                     Bogor, 15 Januari 2026 
Kepala Balai Besar  

         
Drh. Hasan Abdullah Sanyata                                                
NIP. 197001102002121001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



KEMENTERIAN  PERTANIAN
DIREKTORAT  JENDERAL  PETERNAKAN  DAN  KESEHATAN  HEWAN
BALAI  BESAR  PENGUJIAN  MUTU  DAN  SERTIFIKASI  OBAT  HEWAN

REPUTUSAN
KEPALA BALAI BrsAR PBNGUJIAN MUTu DAN sERTIFIKAsl OBAT HEWAN

Nomor :Ccos3  /Kpts/OT.050/F.4.B/2/2025

TENTANG
PBMBENTUKAN Tin UNIT PENGELOLA RISIKo

BALAI BESAR pENGu.IAN n4uTu DAN sERTmlRAsl OBAT HEWAN

KEPALA BALAI BrsAR

Menimbang

Men8m8at

a.       Bahwa   guna   melaksanakan   penilaian    risiko    secara
komprehensif dalam rangka penerapan manajemen risiko
pada  Balai  Besar  Pengujian  Mutu  dan  Sertifikasi  Obat
Hewan,  perlu  dibentuk  Tim  Unit  Pengelola  Risiko  Balai
Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan;

b.      Bahwa       berdasarkan       pertimbangan       sebagaimana
dimaksud  dalam  huruf a,  perlu  menetapkan  Keputusan
Kepala Balai Besar Pengujian  Mutu  dan  Sertifikasi  Obat
Hewan  tentang  Pembentukan Tim  Unit  Pengelola Risiko
Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan;

1.       Undang-Undang     Nomor     28     Tahun     1999     tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi,    dan    Nepotisme    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Tahun  1999  Nomor  75,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

2.       Undang-Undang     Nomor     31     Tahun     1999     tentang
Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001
(Lembaran    Negara    Republik   Indonesia   Tahun    2001
Nomor    134,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor 4150);

3.       Undang-Undang     Nomor     17     Tahun     2003     tentang
Keuangan  Negara  (Lembaran  Negara Republik Indonesia
Tahun   2003   Nomor  47,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 4268);

4.       Undang-Undang     Nomor      I     Tahun     2004     tentang
Perbendaharaan    Negara    (Lembaran    Negara   Republik
Indonesia  Tahun  2004  Nomor  5,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5.       Undang-Undang     Nomor     15     Tahun     2004     tentang
Pemeriksaan      Pengelolaan      dan      Tanggung     Jawab
Keuangan  Negara  (Lembaran  Negara Republik Indonesia
Tahun   2004   Nomor  66,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 4400) ;

6.       Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem
Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomorl04,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

7.       Undang-Undang   Republik   Indeonesia   (UU)   Nomor   41
Tahun   2014   tentang  Perubahan   atas  Undang-Undang
Nomor    18    Tahun    2009    Tentang    Petemakan    dan
Kesehatan Hewan;

8.       Peraturan pemerintah (PP) Nomor  17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi   Proses   Perencanaan    dan   Penganggaran
Pembangunan Nasional ;



Memperhatikan

9.       Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  tentang
Sistem    Pengendalian    lntern    Pemerintah    (Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2008   Nomor   127,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor
4890);

10.     Peraturan   Presiden   Nomor   192   Tahun   2024   tentang
Kementerian Pertanian ;

11.    Peraturan   Kepala   Badan   Pengawasan   Keuangan   dan
Pembangunan    Nomor    PER-1326/K/LB/2009    tentang
Pedoman  Teknis  Penyelenggaraan  Sistem  Pengendalian
lntern Pemerintah;

10.    Peraturan  Menteri  Pertanian  Republik  Indonesia  Nomor
341 /Kpts/OT.140/9/ 2005          tentang          Kelengkapan
Organisasi   dan   Tata   Kelja       Departemen   Pertanian
sebagaimana  telah   diubah   dengan   Peraturan   Menteri
Pertanian    Republik   Indonesia    Nomor    12/Pementan
I cyrr .i4o I 2 / 2;iyor .,

11.    Keputusan  Menteri  Pertanian  Republik  Indonesia  Nomor
720. I /Kpts/OT.140/ 12 / 2006           tentang           Pedoman
Administrasi Keuangan Departemen Pertanian;

12.    Peraturan       Badan       Pengawasan       Keuangan       dan
Pembangunan   Nomor   1   Tahun   2019   tentang  Standar
Kelja    Pengawasan    Intern     (Berita    Negara    Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 63);

13.    Peraturan       Badan       Pengawasan       Keuangan       dan
Pembangunan  Nomor  5  Tahun  2021  tentang  Penilaian
Maturitas  Penyelenggaraan  Sistem  Pengendalian  lntern
Pemerintah   Terintegrasi   pada   Kementerian/Lembaga/
Pemerintah  Daerah   (Berita  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2021  Nomor 419);

14.     Keputusan   Menteri   Pertanian   Nomor   6/Kpts/KU.010/
01/2018   tanggal   2   Januari   2018   tentang   Penetapan
Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Direktorat Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian
Tahun Anggaran 2018;

15.     Peraturan   Menteri   Pertanian   Nomor   38   Tahun   2021
tentang      Penerapan      Manajemen      Risiko      Lingkup
Kementerian Pertanian;

16.     Peraturan  Menteri  Pertanian  Republik  Indonesia  Nomor
12  Tahun  2023  tentan  Organisasi  dan  Tata  Kelja  Unit
Pelaksana    Teknis    Lingkup    Ditjen    Petemakan    dan
Kesehatan Hewan;

17.    Peraturan Menteri pertanian Republik Indonesia Nomor 9
Pelmentan  Tahun   2025  tentang  Organisasi  dan  Tata
Kelja  Unit   Pelaksana  Teknis   Lingkup   UPI  Direktorat
LJenderal Petemakan dan Kesehatan Hewan;

18.    Keputusan  Direktur LJenderal Petemakan  dan  Kesehatan
Hewan   Nomor   0139/Kpts/KP.230/F/09/2024   tentang
Ketua    Kelompok   Jabatan    Fungsional    Satker    Pusat
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

19.     Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor
39/PMK/2024    Tahun    2024    tentang    Standar    Biaya
Masukan Tahun Angaran 2025;
Daftar  Isian  Pelaksanaan  Anggaran  (DIPA)  Satuan  Keria
Balal  Besar Pengujian  Mutu  dan  Sertifikasi Obat Hewan
Tahu n        Anggaran        2 0 2 5 ,        Nomor :        SP        DIPA-
018.06.2.411962/2025 tanggal 2 Desember 2024.

Memutuskan......



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MErmTuS-
KEPUTUSAN  KEPALA  BALAI  BESAR  PENGUJIAN  MUTU
DAN         S ERTIFIKASI         OBAT        HEWAN        TENTANG
PEMBENTUKAN  TIM   UNIT  PENGELOLA  RISIKO   BALAI
BESAR   PENGUJIAN    MUTU    DAN    SERTIF`IRASI    OBAT
HEWAN

Membentuk Unit  Pengelola  Risiko  Balai  Besar  Pengujian
Mutu   dan   Sertifikasi   Obat   Hewan   yang   selanjutnya
disebut UPR dengan  susunan keanggotaan  sebagalmana
tercantum dalaln Keputusan ini;

Tim UPR mempunyai tugas sebagai berikut:
a.  memfasilitasi      dan      mengadministrasikan      proses

identifikasi dan analisis risiko dalam register dan peta
risiko;

b. mengadministrasikan     kegiatan     pengendalian     dan
pemantauan    risiko    serta    menuangkannya    dalam
rencana tindak pengendalian;

c.  menyelenggarakan    catatan    historis    atas    peristiwa
risiko   yang  terjadi   dan   menuangkannya  ke   dalam
laporan peristiwa risiko; dan

d. melaporkan   pelaksanaan   manajemen   risiko   kepada
Pemilik   Risiko    (Balai   Besar   Pengujian   Mutu   dan
Sertifikasi Obat Hewan) ;

Dalam  melaksanakan  tugasnya,  Tim  UPR  bertanggung
jawab  dan wajib menyampaikan laporan triwulanan  dan
tahunan kepada Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan
Sertifikasi Obat Hewan;

Segala    biaya    yang    timbul     akibat    dikeluarkannya
Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kelja Balai
Besar Pengujian Mutu dari Sertifikasi Obat Hewan Tahun
Anggaran 2025 ;

Keputusan   ini   berlaku   sejak   tanggal   ditetapkan   dan
apabila  dikemudian  hari  temyata  terdapat  kekeliman
dalam  keputusan  ini,  akan  diadakan  perbaikan kembali
sebagaimana me stinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

808Or
3    Februari 2025

Nlp  1 97roo 1 1 o2oo2 1 2 loo 1

Tembusan:
1.    Direktur Jenderal Petemakan dan Keswan Kementan;
2.    Sekretaris Direktorat LJenderal peternakan & Keswan;
3.    Direktur Kesehatan Hewan;
4.    Masing-masing yang bersangkutan;
5.    Arsip.



Lampiran I  : Keputusan Kepala Balal Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan
Nomor
Tanggal

:CcOS€/Kpts/OT.050/F.4.B/2/2025
:  9  Februari 2025

susuNAN TIM UNIT PENGELOLA RIsmo
BAIAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SBRTIFIKASI 0BAT HEWAN

Pembina
Ketua
Sekretaris

Anggota

drh. Hasan Abdullah Sanyata
drh. Cynthia Devy Irawati
drh. Alim Hakim

1   Kelompok Pelayanan Telmis
Koordinator
An88Ota

drh. M. Syaefrurrosad
a. drh. Hari Sakti Pancasunu
b. drh. Rosana Anita Sari
c. drh. Ferry Ardiawan, M.Si
d.  drh.  Dina Kartini, M.Si
e. drh. Nur Khusni Hidayanto, M.Sc
f.   Dr. drh, Maria Fatima Palupi, M.Si
9. drh. Nurhidayali
h. drh. Novida Ariyani, M,Si
i.   drh. Emes Andesfha, M.Si
j+   drh. Rahajeng Setiawaty, M.Si
k.  drh.  Lilik Prayitno, M.Si

2  Kelompok Sertifikasi, Pengembangan Mutu dan Kerjasama
Koordinator
An88Ota

3  Bagian Umum
Koordinator
An88Ota

Dr. drh. Ketut Karuni N Natih, M.Si
a. drh. Istityaningsih
b. apt. Muhalnmad Zahid, S.Si, M.Sc
c.  drh. Lilis Sri Astuti

drh. Alim Hakim
a. Wahyudin, S.Kom
b. Agie Shalahuddin, S.T
c. Andi
d. Emi Liana, SE
e. Tri Andy Kumiawan, SE

Ditetapkan di :   Bogor
Pada tanggal 3    Februari2025

NIP `197001102002121001
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Hari/ Tanggal Jumat, 10 Januari 2025 

Tempat Ruang Seminar BBPMSOH 

Waktu Pukul 09.00 WIB s.d. Selesai 

Pembicara Kepala Bagian Umum 

Perihal Rapat Umum Pegawai BBMSOH 

Dihadiri oleh 1. Kepala BBPMSOH 
2. Kepala Bagian Umum 
3. Ketua Kelompok dan Ketua Tim Kerja 
4. Penyelia Unit Uji 
5. Seluruh Pegawai BBPMSOH 

Pembahasan 

 

Hasil 

Arahan kabalai 

Ahamdulilah realisasi kegiatan sudah mencapai target, terimakasih kepada semua pegawai telah 

bekerja dengan baik. PNBP tercapai 96% meskipun tanpa kegiatan sampling. Realisasi anggaran 

98%. 

BBPMSOH sebagai QC obat hewan yang beredar di Indonesia, harus memantau peredaran obat 

hewan yang ada sehingga dengan obat hewan yang baik maka hewan ternak juga akan sehat 

sehingga  dapat mendukung program ketahanan pangan di Indonesia. 

Kantor adalah rumah kedua kita, silahkan berinteraksi dengan baik saling menghargai 

menghormati, saling berempati dan bersimpati sehingga hubungan kita harmonis. 

Kegiatan 2025 segera dilaksanakan agar tidak terkena refocusing. Bahan-bahan uji yang sudah 

habis dan peralatan yang rusak jangan sampai pengujiannya terhenti karena kendala tersebut, 

mohon segera disediakan bagaimanapun caranya. 

Selamat untuk pegawai yang telah lulus tes PPPK, silahkan berkerja sebaik-baiknya karena sudah 

menjadi ASN. 

Kegiatan diklat akan diseuaikan dengan kebutuhan balai, karena semua pegawai pasti 

membutuhkan diklat sehingga kami harus adil sesuai proporsinya. 

 

Paparan Kabagum 

Rencana kerja pembangunan ZI 

Dalam melaksanakan Integritas budaya kerja, kita harus bertanggung jawab terhadap tusi 

BBPMSOH. 

Lihat ppt 

 

TANYA JAWAB 

drh. Ima: 

untuk menyusun SKP agar penyelia diikutkan dalam rapat manajerial. Tentukan pastinya jumlah 

sampel berapa, agar kami tidak kesulitan membagi dengan SKP teman-teman. 
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Paling tidak satu bulan sekali diadakan rapat internal manajerial untuk sharing penyelesaian 

masalah dan evaluasi kegiatan. 

Sharing pengetahuan/ pelatihan tidak perlu menunggu dari luar karena pegawai kita banyak yang 

kompeten. Dari pegawai yang sudah mengikuti bimtek atau pelatihan dari luar bisa disosialisasikan 

lagi kepada teman-teman yang di kantor. 

Perlu tambahan alat HPLC untuk pengujian, karena dengan alat tersebut rusak maka pekerjaan di 

Lab Farmasetik berkurang 30%. Mohon untuk diperjuangkan pengadaan alat HPLC baru. 

Peraturan tentang pembayaran lembur, jika ada batas maksimalnya 4 jam maka pegawai yang 

kerja lembur jangan sampai lebih dari 4 jam. Ini peraturannya darimana? 

 

Jawaban Kabalai: 

Terimakasih masukan dari Bu Ima. 

Nanti akan diagendakan rapat internal bulanan, silahkan dikumpulkan aspirasi dari masing-masing 

anggotanya. 

Untuk pelatihan nanti kita akan mencari ekspert dan moderator bisa dari internal. 

PPID BBPMSOH sempat mendapatkan 5 besar, namun karena kurangnya komitmen 

pimpinanpada waktu itu dan teman² semua maka nilai PPID BBPMSOH menurun. 

Kerjasama eksternal kita sudah melakukan dengan nubika dan perusahaan-perusahaan obat 

hewan. 

Masalah alat yang rusak mudah²an nanti ada solusinya karena banyak kendala dalam 

pengadaannya. 

Untuk MPH kita tunggu saja dari atasan. 

 

Jawaban Kabagum tentang lembur: 

Lembur di BPK maksimal 4 jam, shg waktu audit BPK ditanyakan di BBPMSOH lembur 8 jam 

ngerjain apa saja? Shg itu dijadikan dasar untuk lembur maksimal 4 jam. 

 

drh. Khusni: 

IKM menuurun terkait dengan lama uji. Kedepan perlu ada evaluasi bersama sehingga banyak 

usulan untuk mencari solusi kendala saat ini karena kandang tidak bisa ditambah atau diperluas. 

SDM di virologi berkurang satu karena tugas belajar, untuk kedepan mohon ditambah SDM di viro 

untuk persiapan mengganti yang pensiun dan tugas belajar. Apakah memungkinkan paramedik 

yang tidak di lab dioptimalkan kembali . 

Biaya uji mahal mohon diinformasikan karena bahan uji tidak murah. 

 

drh. Dina: 

Sosialisasi mohon dilakukan rutin jika ada perubahan-perubahan masalah kepegawaian, perjadin, 

dan sebagainya. Karena jika hanya di wa itu hanya satu arah shg tidak bisa terjadi tanya jawab. 

Untuk pelatihan, harap ada TOT di bagian umum jg perlu mengadakan TOT misalnya setelah 

pegawai mengikuti pelatihan di luar agar disosialisasikan juga pada teman-teman di kantor, hal ini 

diperlukan agar pegawai di lab juga melek administrasi. 
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Fasilitas kandang HP mohon diperhatikan, agar teman-teman yang bekerja bisa lebih maksimal. 

Seperti peremajaan kandang, mungkin bisa dicicil satu kandang dulu dan dilanjutkan kandang yang 

lain. 

 

Jawaban Kepala Balai: 

Selamat kepada virologi karena sudah diakui uji vnt nya. Untuk sdm viro akan diperhitungkan nanti 

agar betul² proporsional. 

Untuk masalah kepegawaian bisa diadakan sosialisasi di forum mungkin 3 atau 6 bulan sekali. 

Untuk bimtek atau pelatihan memang seharusnya ada TOT apalagi jika itu terkait hal-hal yang 

penting. 

Untuk peremajaan kandang masih terkendala dengan anggaran, sehingga diutamakan kegiatan 

yang urgent terlebih dahulu. 

 

drh. Istiyaningsih: 

Nanti akan ada asesmen dari ASEAN, karena asesmen ASEAN biasanya fokus pada kandang 

hewan percobaan. Sehingga perbaikan kandang mohon disegerakan. Segera disusun kebutuhan 

untuk perbaikan kandang tersebut mumpung ada bantuan dari pusat. 

 

Jawaban Kepala Balai: 

Segera dibuat RAB untuk perbaikan kandang hewan percobaan. 

 

Notulis Pembicara/Moderator*) 

 
 
 
 

( Estika Sari ) 

 
 
 
 

(drh. Cynthia Devy Irawati) 
 

 
*) Coret yang tidak perlu 
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DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN  KESEHATAN HEWAN

BALAI  BESAR PENGUJIAN  MUTU  DAN SERTIFIRASI OBAT HEWAN  GUNUNGSINDUR
JALAN  RAYA PEMBANGUNAN  GUNUNGSINDUR,  BOGOR

TELEPON  (021 )  7560466,  7560489  FAKSIMILl  (021 )  7560466
E-mail  :  bbpmsoh@pertanian.go.id  Website  :  http://bbpmsoh.ditjennak.pertanian.go.Id

MEIVIORANDUM
No.12013/PW.420 /F.4.B/03/2025

Yth. Tim  Satlak PI  BBPMSOH

Seluruh pegawai  BBPMSOH

Kepala  Balai

Pemantauan Terhadap Aktivitas Pengendalian Intern Secara Berkala

12 Maret 2024

Berdasarkan Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang Manajemen Risiko
di  Lingkungan  Kementerian  Pertanian,  dengan  ini  kami  sarnpaikan agar Tim  Satlak  PI  BBPMSOH
melaksanakan sosialisasi pemantauan terhadap aktivitas pengendalian intern secara berkala melalui:

1.     Sosialisasi dokumen manajemen risiko kepada seluruh pegawai untuk dapat dipedomani dalam
pengendalian  risiko kegiatan;

2.      Rapat pimpinan minimal  1  bulan sekali  pada risiko yang telah diidentifikasi yaitu:

No. Nama  Risiko Kode  Risiko Pemilik  Risiko

1. lmplementasi zona integritas belum memadaj F.5.1.MN.1 Kepala  Bagian  umum

2. Penguna  jasa   tidak   puas  dengan   layanan F.5.2.MD.1 Kepala  Bagian  umum
pengujlan mutu dan sertifikasi obat hewan

3. Pengujian  obat  hewan  yang  menggunakan F.5.3.MR.1 Ketua                 Kelompok
Hewan Besar terhambat dilakukan Pelayanan Teknis

4. Waktu  pengujian  melebihi janji  layanan F.5.4.MR.2 Ketua                 KelompokPelayananTekni§

5. Fasiljtas      /      prasarana      pengujian     tidak F.5.5.MC.1 Ketua                 Kelompok
berfungsi   secara normal Pelayanan Teknis

6. Jumlah             produk            /sampel            obat F.5.6.MR.3 Ketua                 Kelompok
hewan/Pengujian  PMK tidak sesuai target Pelayanan Teknis

7. Ketersediaan     kandang   hewan   percobaan F.5.7.MR.4 Ketua                 Kelompok
tidak     memadai     untuk     pengujian     vaksin Pelayanan Teknis
unggas

8. lnventarisasi     BMN    tidak    sesuai    dengan F.4.8.MN.2 Kepala Bagian umum
aplikasi  SIMAN

9. Keterlambatan   pembayaran   kenaikan   gaji F.5.9.MN.3 Kepala Bagian umum
berkala dan kenaikan pangkat

10. Kelebihan   pembayaran   volume   pekerjaan F.4.10. MN.4 Kepala Bagian umum
pada pemeliharaan kantor

Ohu[  He\`.all  Bcl.kiluli{as.  Mac).ai`akal  .1m(un  dan  Cerda.I
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11. Proses              pengusulan              pengurusan F.5.11.EX.1 Kepala Bagian  umum
kepegawaian (pengusulan kenaikan jabatan)
terhambat

12. Kesalahan   pembebanan   akun   pada   mata F.4.12.MN.5 Kepala  Bagian  umum
anggaran kegiatan

13. Serapan anggaran rendah F.4.13. MN.6 Kepala Bagian umum

14. Kegiatan  monitoring  dan evaluasi tidak tepat F.5.14.MN.7 Kepala Bagian umum
waktu

15. Pembayaran   Perjadin  tidak  sesuai  dengan F.4.15.MN .8 Kepala Bagian umum
aturan SBM

3.      Penugasan  Tim  Satlak PI  BBPMSOH  setiap 3  bulan  sekalj  untuk  melaksanakan  pemantauan
terhadap  pengendalian  yang  direncanakan  pada  15  kegiatan  pengendaljan  dan  pemantauan
keterjadian   risiko  yang   muncul  setiap  triwulan   yang  dituangkan  dalam   laporan  Trjwulanan
Pengendali  risiko;

4.      Laporan  SPI  BBPMSOH  setiap  6  bulan  sekali  dan  laporan  Tahunan  SPI  BBPMSOH  disertai
eviden  pengendalian  risikonya;

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

+.¢j.`,:.--
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Yth

Hal

MEMORANDUM
No: 05001/TU.020If.4.B/03#025

1.  Kepala Bagian Umum
2. Ketua Kelompok dan Ketua Tin Keria
3.  Penyelfa  Unit Uji
4.  Seluruh Pegawai BBPMSOH
Tata Tertib Peleksanaan Perialanan Dinas Lingkup BBPMSOH

Menindaklanjuti  koreksi  pemeriksaan  BPK pada tanggal   13  Februari  2025   tentang
Perjalanan   Dinas   lingkup   BBPMSOH   maka   kami   menginformasi   kepada  seluruh
pegawai BBPMSOH bahwa:

1.   Pelaksanaan pembayaran kegiatan perjalanan dinas kepada pegawai apabila
1.   Seluruh   berkas  dokumen  asli  dan  sofifile  pada   aplikasi  periadin   berupa

laporan  perjalanan  dinas dan  dokumen  perjalanan  dinas  lainnya  dinyatakan
lengkap oleh tim verifikasi perjadin dari Tim kerja keuangan;

2.   Laporan     perjalanan     harus     disertai     dengan     toto     geofagg/.ng     saat
melaksanakan perjadin dan dilengkapi dengan tanda tangan;

3.   Pegawai wajib mengupload  Laporan periadin pada aplikasi e perjadin;
4.   Setelah upload laporan perjadin pegawai dapat memberitahukan ke tim kerja

keuangan untuk proses cetak kuitansi;
5.   Pegawai  wajib  mengupload  dokumen   periadin  yang     terdiri  dari   1.   Surat

tugas 2.  Surat undangan  (opsional) 3.  Laporan  perjadin 4.  Kuitansi 5.  SPPD
6. Bukti transport dll pada upload dokumen di aplikasi e perjadin

6.   Pembayaran  transport  berupa  tol  dapat  dibayarkan  apabila  terdapat  bukti
fisik berupa struk toll atau transaksi elektronik/ e toll

7.   Pegawai   wajib   menyerahkan   bukti   dokumen   perjadin   asli   ke   tim   kerja
keuangan.

8.   Perjalanan  Dinas  akan  dibayarkan  setelah  selesai  scan  upload  dokumen
pada e-perjadin.
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2.   Prosedur upload perjalanan dinas melalui aplikasi e perjadin

a)   Buka   akun   e   perjadin   isi   username   NIP   dan   password   masing-   masing
personil

a        =    epep.dmm202Acom'iozs':ogr`ahe

b)   Klik upload  laporan

-a.*.='=,-.`.I-,--r:.--_-,`:-.,
-`.'   `  ,-f=,I.:,,I                                             ,



c)   Klik Ketik laporan untuk membuat laporan

d)   Membuat   laporan   pada   template  yang   disediakan   bila   sudah   selesai   klik
simpan.  Untuk mengeprint laporan klik cetak laporan



e)   Jika laporan sudah ditandatangani dan ditambahkan toto opencamera,  upload
laporan pada file laporan.  Isi resume laporan kemudian klik simpan

I,,,  ~=-.        ,'1.-                  '         ,

f)     Klik upload dokumen
Dokumen terdiri dari  1.  Surat tugas 2. Surat undangan (opsional) 3.  Laporan

perjadin 4.  Kuitansi 5.  SPPD 6.  Bukti transport dll



g)   Klik simpan bila sudah upload dokumen

d  a               ec L.   f.  r_  -  a-  e  C° a   r,  8   .

h)   Klik Sudah dibayar apabila sudah ada bukti pembayaran dari tim kerja keuangan



Agar    seluruh    pegawai    BBPMSOH    melaksanakan    dan    mematuhi    tata    tertib
pelaksanaan perjalanan dinas lingkup BBPMSOH.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Bogor,  5 Maret 2025

NIP  197001102002121001   ¢
JO



Bukti Dukung temuan 1b. 

 

Kode risiko telah diperbaiki sesuai dengan Permentan nomor 38 tahun 2021. 

 

 

 



 

 



Bukti Dukung temuan 1c. 

 

Manajemen Risiko BBPMSOH telah disesuaikan dan disusun sesuai dengan PK Kepala 
Balai 

 



 

 



























Bukti Dukung temuan 1d. 

 

 
No.  Risk Event  

Diskripsi 
Tindakan  
Mitigasi  

Penanggungjawab 
kegiatan 

Indikator 
Keluaran 

Waktu Pelaksanaan  Mitigasi & 
Realisasi Mitigasi 

Januari Februari Maret 

1. Pengujian obat 
hewan yang 
menggunakan 
Hewan Besar 
terhambat dilakukan  

Kerjasama dengan 
Instansi yang dapat 
menyediakan 
hewan percobaan 
hewan besar SAN 
terhadap penyakit 
tertentu 

Ketua kelompok 
pelayanan teknis 

Bukti Kerjasama  
pengujian  
dengan instansi 
yang menyedia 
hewan 
percobaan SAN 
terhadap 
penyakit tertentu 

 Kerjasama 
dengan IPB 

untuk 
pengujian 

vaksin ASF 

Kerjasama 
dengan IPB 

untuk 
pengujian 

vaksin ASF 

2. Ketersediaan  
kandang hewan 
percobaan tidak 
memadai untuk 
pengujian vaksin 
unggas  

Melaksanakan 
pengujian yang 
sejenis secara 
bersamaan untuk 
optimalisasi  
kandang hewan 
percobaan 
Melaksanakan 
pengujian pada 
faslitas kandang 
hewan percobaan 
yang sesuai 
standar pengujian  

Ketua kelompok 
pelayanan teknis 

Kegiatan jumlah 
pengujian yang 
diuji secara 
bersamaan dan 
pengunaan 
fasilitas hewan 
coba di pihak 
ketiga 

  Telah 
dilakukan 
pengujian 

vaksin 
unggas di 

pihak ketiga 
data 

terlampir 

Telah 
dilakukan 
pengujian 

vaksin 
unggas di 

pihak ketiga 
data 

terlampir 

 

 



LAPORAN PROGRES PENGUJIAN VAKSIN BIOLOGIK PER 13 MARET 2025 

Kelompok Pelayanan Teknis per 13 Maret 2025 telah menerima permohonan pengujian di 
SIHAPSOH sebanyak 53 vaksin unggas, 4 vaksin babi, 2 vaksin hewan kesayangan dan 2 
vaksin sapi. Dari 53 vaksin unggas terdapat 20 vaksin unggas yang sudah mendapatkan 
jadwal pengujian di BBPMSOH dan 33 vaksin unggas belum mendapatkan jadwal pengujian 
di BBPMSOH dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 1. Vaksin unggas yang sudah mendapatkan jadwal pengujian di BBPMSOH 

No Vaksin Unggas (Virologi) Tanggal Uji dgn 
Hewan Coba 

1 VAKSIMUNE IB NV-2 07 Februari 2025 
2 VH 07 Februari 2025 
3 Bursine-2 11 Februari 2025 
4 SANAVAC ILT 18 Februari 2025 
5 MEDIVAC AI H5H9 M1 18 Februari 2025 
6 MEDIVAC ND EMULSION 18 Februari 2025 
7 MEDIVAC ND B EMULSION 18 Februari 2025 

8 MEDIVAC ND B-EDS-IB T EMULSION 18 Februari 2025 

9 AAKO FOWL POX 21 Maret 2025 
10 Medivac AE Pox 21 Maret 2025 
11 VAKSIMUNE POX 21 Maret 2025 
12 AVISAN IBD/ND 08-Apr-25 
13 AVISAN ND 08-Apr-25 
14 Medivac ND-EDS Emulsion 08-Apr-25 

15 Medivac ND-EDS-IB Emulsion 08-Apr-25 

16 VAXXON LASOTA 08-Apr-25 
17 BIOFORS ND-IB-EDS V5 08-Apr-25 

18 POULVAC PROCERTA HVT-IBD 15-Apr-25 

19 AAKO INFECTIOUS 
LARYNGOTRACHEITIS 13 Juni 2025 

20 GALLIMUNE 403 13 Juni 2025 
 

Sedangkan 33 vaksin unggas belum mendapatkan jadwal pengujian di BBPMSOH dengan 
rincian sebagai berikut: 

Tabel 2. Vaksin unggas yang belum mendapatkan jadwal pengujian di BBPMSOH 

 

No Vaksin Unggas 
(Virologi) 

Vaksin Unggas 
(Bakteri) 

Vaksin 
Babi 

Vaksin 
Mencit 

Vaksin 
Sapi 

1 Vaxxon Gumboro 3 Avipro MG F Porcilis 
PCV M.Hyo 

Purevax 
RCP 

Inforce 



2 Cevac Gumbo L Avipro 109 SE4 
Conc 

Pro-Vac 
CSF 

Nobivac 
DHP 

CAVAC  

3 LT-IVAX Gallimune 503* Pest Vac BIORABIES   

4 Gallimune 503* Nobilis Coryza Prevacent 
PRRS 

    

5 Avipro ND IB 
Polybanco 

MG Bac       

6 Avipro IB ND C131 Coryvac       
7 Avipro 304 ND-IB-

MG* 
Biofors IC Gel 0,25       

8 Medivac Fowl 
Chlore 0,25 

Avipro 304 ND-IB-
MG* 

      

9 Vaxxon MD HVT 
CVI-N 

LIVACOX T       

10 Vaxxon MD CVI-N Avipro Duo 
Salmonella 

      

11 Bursaplex         
12 Medivac ND T-IB T 

Emulsion 
        

13 Vaxxon Lasota         

14 Nobilis ND Clone 30         

15 Nobilis AE+POX         

16 Nobilis IB+ND+EDS         

17 Nobilis IB 4-91         
18 Vaksimune ND-

IBPLUS-EDS 
        

19 Nobilis Reo INAC         
20 Sanavac Gumbomix         
21 Medivac ND-IB-

Gumboro 
        

22 Aako Live Gumboro 
MB Strain 

        

23 ITA ND+IB         
24 Medivac ND TEDS-

IB Emulsion 
        

25 Harbindo ND + AI 
H5H9 

        

‘* kombinasi vaksin unggas virologi dengan bakteri 

 

 



Dengan banyaknya antrian fasilitas kandang Fowl House 1 di BBPMSOH maka PT. Vaksindo 
mengajukan permohonan pengujian 3 vaksinnya untuk uji safety dan potensi dilakukan di 
fasilitas kandang dan hewan coba Vaksindo. Adapun 3 vaksin tersebut sebagai berikut: 

No Nama Produk Tanggal Pengujian 
1 VAKSIMUNE NDL MULTI-IBPLUS-EDS 24 Februari -25 Maret 2025 
2 VAKSIMUNE NDL-IBPLUS-EDS 24 Februari -25 Maret 2025 
3 VAKSIMUNE EDS 03 -25 Maret 2025 

  

 



https://v3.camscanner.com/user/download
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https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


©
KEMENTERIAN  PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN  HEWAN

BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIRASI OBAT HEWAN GUNUNGSINDUR
JALAN  RAYA PEMBANGUNAN  GUNUNGSINDUR,  BOGOR

TELEPON  (021 ) 7560466,  7560489 FAKSIMILl  (021 ) 7560466
E-mall  :  bbpmsoh@pertanian`go  id  Website  :  http://bbpmsoh.dltjennak.pertanian.go.id

MEMORANDUM
No.  12013/PW.420 /F.4.B/03/2025

Tim  Satlak PI  BBPMSOH

Seluruh pegawai BBPMSOH

Kepala  Balai

Pemantauan Terhadap Aktivitas Pengendalian Intern Secara Berkala

12 Maret 2025

Berdasarkan Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang Manajemen Risiko
di  Lingkungan  Kementerian  Pertanian,  dengan  ini  kami  sarnpaikan agar Tim Satlak PI  BBPMSOH
melaksanakan sosialisasi pemantauan terhadap aktivitas pengendalian intern secara berkala melalui:

1.     Sosialisasi dokumen manajemen risiko kepada seluruh pegawai untuk dapat dipedomani dalam
pengendalian  risiko kegiatan;

2.      Rapat pimpinan minimal  1  bulan sekali pada risiko yang telah diidentifikasi yaitu:

No. Nama  Risjko Kode  Risiko Pemilik  Risiko

t Implementasi zona integritas belum memadai F.5.1.MN.1 Kepala Bagian umum

2. Penguna  jasa  tidak  puas  dengan   layanan F.5.2.MD.1 Kepala Bagian  umum
pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan

3. Pengujian  obat  hewan  yang  menggunakan F.5.3.MR.1 Ketua                Kelompok
Hewan Besar terhambat dilakukan Pelayanan Teknis

4. Waktu pengujian melebihi janji layanan F.5.4.MR.2 Ketua                KelompokPelayananTeknis

5. Fasilitas/ prasarana pengujian tidak berfungsi F.5.5.MC.1 Ketua                 Kelompok
secara normal Pelayanan Teknis

6. Jumlah      produk/     sampel     obat     hewan/ F.5.6.MR.3 Ketua                 Kelompok
Pengujian  PMK tidak sesuai target Pelayanan Teknis

7. Ketersediaan     kandang   hewan   percobaan F.5.7.MR.4 Ketua                 Kelompok
tidak     memadai     untuk     pengujian     vaksin Pelayanan Teknis
unggas

8. lnventarisasi     BMN    tidak    sesuai    dengan F.4.8.MN.2 Kepala  Bagian  umum
aplikasi SIMAN

9. Keterlambatan   pembayaran   kenaikan   gaji F.5.9.MN.3 Kepala Bagian umum
berkala dan kenaikan pangkat

10. Kelebihan    pembayaran   volume   pekerjaan F.4.10.MN.4 Kepala  Bagian  umum
pada pemeliharaan kantor
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11. Proses              pengusulan              pengurusan F.5.11. EX.1 Kepala  Bagian  umum
kepegawaian (pengusulan kenaikan jabatan)
terhambat

12. Kesalahan   pembebanan   akun   pada   mata F.4.12.MN.5 Kepala  Bagian  umum
anggaran kegiatan

13. Serapan anggaran rendah F.4.13.MN.6 Kepala  Bagian  umum

14. Kegiatan  monitoring  dan  evaluasi  tidak tepat F.5.14.MN.7 Kepala  Bagian  umum
waktu

15. Pembayaran   Perjadin  tidak  sesuai  dengan F.4.15.MN.8 Kepala  Bagian  umum
aturan SBM

3.      Penugasan Tim  Satlak PI  BBPMSOH  setiap 3  bulan  sekali  untuk  melaksanakan  pemantauan
terhadap  pengendalian  yang  direncanakan  pada  15  kegiatan  pengendalian  dan  pemantauan
keterjadian  risiko  yang   muncul  setiap  triwulan  yang  dituangkan  dalam   laporan  Triwulanan
Pengendali  risiko;

4.      Laporan  SPI  BBPMSOH  setiap  6  bulan  sekali  dan  laporan  Tahunan  SPI  BBPMSOH  disertai
eviden  pengendalian  risikonya;

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

+.ij.i-...:..-
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FORMULIR 

FORM MA.36-NOTULENSI RAPAT 

Hari/ Tanggal Jum'at, 13 Juni 2025 

Tempat Ruang Seminar 

Waktu 13.30 s.d Selesai 

Pembicara drh. Cynthia Devy lrawati (Kepala Bagian Umum) 
1. Sosialisasi penegakan integritas dalam pelaksanaan tugas: 

• Core values ASN "BerAKHLAK" dan kode etik pegawai 
• Penggunaan fasilitas kantor 
• Benturan kepentingan 
• Gratifikasi dan pengaduan masyarakat Perihal 

2. Sosialisasi pengelolaan anggaran terkait perjalanan dinas, honorarium, dan 
anggaran kantor. 

3. Sosialisasi pengelolaan barang dan jasa. 
4. Sosialisasi pengelolaan SOM tentang promosi dan mutasi pegawai. 
5. Sosialisasi anti korupsi. 

Dihadiri oleh Seluruh Pegawai 

Pembahasan 
... ' • -· .,..: .;,r ... -.. •• • ;. ; -~· 

drh. Hasan Abdullah Sanyata (Kepala Balai) 

Kepala Balai melalui fungsi SPI memberikan arahan strategis untuk memastikan bahwa seluruh 
pengelolaan aset dan keuangan di lingkungan BBPMSOH telah sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Arahan ini mencakup pentingnya transparansi, 
akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap standar pengelolaan keuangan negara maupun aset milik 
negara. 

drh. Cynthia Devy lrawati: (Kepala Bagian Umum) 

Analisis dan Tindak Lanjut SPI berdasarkan Hasil lndeks Nasional Kementerian Pertanian 

Berdasarkan hasil pengukuran lndeks Nasional lntegritas Kementerian Pertanian, diperoleh nilai 
sebesar 71,53%. Angka ini merupakan akumulasi skor dari tiga kelompok responden: internal 
(pegawai), eksternal (masyarakat pengguna layanan), dan ekspert (pengamat/penilai independen). 
Dalam pemeringkatan nasional antar kementerian/lembaga, Kementerian Pertanian menempati 
peringkat ke-15 secara nasional. 

Meskipun capaian ini menunjukkan upaya perbaikan tata kelola sudah berjalan, nilai tersebut masih 
tergolong kurang optimal karena belum mencapai target minimal 80°/4. Beberapa dimensi utama yang 
menjadi perhatian karena nilainya di bawah standar meliputi: 

• lntegritas dalam pelaksanaan tugas 
• Pengelolaan anggaran 
• Pengelolaan pengadaan barang/jasa (PBJ) 
• Pengelolaan SDM 
• Sosialisasi dan edukasi anti korupsi 

Temuan dan Nilai SPI yang Masih Rendah. Beberapa permasalahan signifikan yang ditemukan 
dalam pelaksanaan pengendalian intern antara lain: 

• Tindakan pegawai yang tidak sesuai dengan peraturan dan SOP. 
• Praktik gratifikasi dan nepotisme dalam promosi atau mutasi jabatan. 
• Penyalahgunaan anggaran, termasuk perjalanan dinas fiktif, honorarium tidak sah, dan 

penggunaan anggaran kantor yang tidak transparan. 
• Kecurangan dalam pengadaan barang/jasa, seperti spesifikasi barang tidak sesuai, 

pemenang tender bermasalah, dan pemberian imbalan oleh vendor. 
• Pemilihan jabatan yang tidak didasarkan pada kriteria objektif atau sistem merit. 

Komponen Internal SPI: 
Beberapa permasalahan internal yang masih ditemukan di antaranya adalah potensi korupsi dalam 
pengadaan barang/jasa, tindakan gratifikasi dan nepotisme dalam pelaksanaan tugas, serta 
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FORMULIR 
IIPN9H 

FORM MA.36 - NOTULENSI RAPAT 

penyalahgunaan anggaran seperti perjalanan dinas fiktif dan honorarium tidak sah. Untuk 
mengatasinya, solusi yang dilakukan antara lain adalah penerapan sistem a-purchasing dan 
transparansi pengadaan, sosialisasi penolakan gratifikasi, penguatan sistem Whistle Blowing System 
(WBS), serta peningkatan pengendalian internal dan keterbukaan informasi layanan publik. 
Keteladanan pimpinan juga menjadi kunci dalam membangun integritas, disertai pelatihan 
antikorupsi dan peny~baran pesan moral secara konsisten kepada seluruh pegawai. 

Komponen Ekstemal SPI: 
Dari sisi eksternal, tantangan utamanya adalah kurangnya transparansi dan keadilan dalam layanan 
publik serta masih rendahnya kepercayaan terhadap integritas pegawai dari sudut pandang 
masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan digitalisasi layanan, penyediaan informasi yang lengkap, 
serta pembenahan proses bisnis agar lebih mudah diakses dan dipahami publik. Di sisi lain, integritas 
pegawai perlu diperkuat melalui pengawasan, transparansi sistem kerja, dan peningkatan edukasi 
antikorupsi. Nilai-nilai BerAKHLAK juga harus diinternalisasi sebagai dasar dalam memberikan 

ela anan an bersih dan berinte ritas. 

Hasil 

Perlunya penguatan sistem pengendalian intern dan pembangunan budaya antikorupsi secara 
menyeluruh. Fokus utama adalah peningkatan integritas pegawai, perbaikan pengelolaan anggaran 
dan pengadaan barang/jasa, serta transparansi layanan publik. Selain itu, diperlukan penguatan Unit 
Pengendalian Gratifikasi (UPG), optimalisasi sistem pelaporan seperti WBS dan LHKPN, serta 
komitmen bersama dalam pembangunan Zona lntegritas menuju birokrasi yang bersih dan bebas 
dari koru si. 

(Lugas Munayasika, A.md) (drh. Cynthia Devy lrawati) 

*) Coret yang tidak perlu 
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Lampiran: 

  

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 



FORMULIR 
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FORM MA.14- DAFTAR HADIR 

Hari/T anggal : Jum'at I 13 Juni 2025 

Pukul : 13.30 - Selesai 

Acara : Sosialisasi Rencana Aksi Penilaian lntegritas 

Tempat : Ruang Seminar 

No. Nama 
Unit Kerja Tanda Tangan 
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FORM MA. 14 - DAFTAR HADIR 
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MEMORANDUM
No:   ®oof   /pvv.4oolf.4.B/o6rao25

1.  Kepala Bagian Umum
2.  Ketua Kelompok dan Ketue Trm Kerja
3.  Penyelia  Unit Uji
4. Seluruh Pegawai BBPMSOH
Sosialisasi Rencane Aksi Penilaian  lntegritas

Dalam    rangka    rencana   aksi   penilaian    integritas   oleh    KPK   bersama    ini   kami
mengundang Bapak dan  lbu untuk hadir pada:
Hari/ tanggal  :  Jumat,13 Juni 2025
Waktu                :  pukul  13.30 WIB s.d.  selesai
Tempat            :  Ruang seminar BBPMSOH
Acara

1.  Sosialisasi penegakan integritas dalam pelaksanaan tugas:
-    Core values ASN "BerAKHLAK" dan kode etik pegawai
-Penggunaan fasilitas kantor
-Benturan kepentingan
-    Gratifikasi dan pengaduan masyarakat:

2.  Sosialisasi     pengelolaan     anggaran     terkait     perjalanan     dinas,
honorarium, dan anggaran kantor.

3.  Sosialisasi pengelolaan barang dan jasa.
4.  Sosialisasi pengelolaan SDM tentang promosi dan mutasi pegawai.
5.  Sosialisasi anti korupsi.

Mengingat pentingnya acara tersebut dimohon kehadiran Bapak dan  lbu tepat waktu.
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Obal  He``.all  Bel.I`Iiallla,s.  Masval-akat  Aman dan  Cerdii`
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Cynthia Devy Irawati
Kepala Bagian Umum

13 Juni 2025

Sosialisasi
Rencana
Aksi SPI 

BBPMSOH  
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Analisis Komponen dan Dimensi

KOMPONEN INTERNAL
a. Dimensi Perdagangan Pengaruh: Ada tidaknya intervensi dari pihak tertentu dalam

pengambilan Keputusan instansi
Perbaikan:
- Unit kerja harus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses

pengambilan keputusan sehingga intervensi atau pengaruh lain dari luar sistem akan
terlihat oleh seluruh pihak.

- Setiap keputusan penting yang dihasilkan oleh manajemen perlu dikomunikasikan kepada
pegawai di internal shg pegawai internal tidak mempersepsikan bahwa keputusan tersebut
adalah hasil intervensi dari pihak lain.

b.   Dimensi Pengelolaan SDM: Menilai apakah terdapat korupsi pada proses pengelolaan
SDM instansi (proses rekruitmen, promosi, mutasi, dan pensiun).
Perbaikan:
- Implementasi sistem merit
- Perbaikan tata kelola pengelolaan SDM
- Peningkatan transparansi
- Pengelolaan saluran pengaduan terkait dengan pengelolan SDM



Analisis Komponen dan Dimensi

KOMPONEN INTERNAL
c. Dimensi Pengadaan Barang/Jasa: ada tidaknya korupsi pada proses pengadaan

barang/jasa
Perbaikan:
Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa menggunakan proses pengadaan barang/jasa
secara elektronik (e- katalog/e-purchasing), transparansi proses pengadaan barang/jasa. 

d. Dimensi Integritas Terkait Pelaksanaan Tugas: terkait pelaksanaan tugas berkaitan
dengan perilaku korupsi yang terjadi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari pegawai,
seperti penyalahgunaan fasilitas kantor, penerimaan gratifikasi, atau sesuatu dari
pengguna layanan, nepotisme, dan perilaku korupsi lainnya.
Perbaikan:
Sosialisasi tolak gratifikasi sehingga dalam pelaksanaan tugas menghindari gratifikasi serta

pengelolaan WBS.
e. Dimensi Pengelolaan Anggaran: terkait ada tidaknya penyalahgunaan anggaran pada 

instansi seperti perjalanan dinas fiktif, penyalahgunaan anggaran kantor, dan honor.
Perbaikan:
Meningkatkan kualitas pengendalian intern, transparansi perencanaan dan penganggaran, serta
optimalisasi sarana pengaduan (WBS).



Analisis Komponen dan Dimensi

KOMPONEN INTERNAL
f. Dimensi Transparansi: terkait dengan komitmen instansi dalam menyediakan informasi

terkait layanan publik secara lengkap dan mudah diakses serta menilai keteladanan
pimpinan instansi dalam upaya pencegahan korupsi
Perbaikan:
- Menyediakan informasi terkait layanan publik secara lengkap, mudah dipahami, dan mudah

diakses semua pihak disertai dengan layanan pengaduan.
- Pimpinan instansi harus memberikan keteladanan dalam upaya pencegahan korupsi yang dapat

memberikan keteladanan dalam upaya pencegahan korupsi yang dapat dilihat secara nyata
semua pihak, baik internal maupun eksternal.

g. Dimensi Sosialisasi Antikorupsi: terkait dengan serangkaian upaya yang dilakukan untuk
mencegah korupsi
Perbaikan:
- Pelatihan kepada internal untuk menolak gratifikasi dan suap yang terkait tugas sehari-hari
- Pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan pegawai tentang tipikor beserta contoh kasus

korupsi yang terjadi agar dapat menghindari perilaku koruptif tsb
- Penyebaran pesan anti korupsi sbg pengingat kepada seluruh pihak
- Pemenuhan LHKPN dan pelaporan gratifikasi



Analisis Komponen dan Dimensi

KOMPONEN EKSTERNAL
a. Dimensi Transparansi dan Keadilan Layanan: Untuk mengevaluasi kejelasanan standar

layanan serta keadilan dalam proses pemberian layanan. Dimensi mengukur bagaimana
Masyarakat sebagai pengguna layanan menilai kualitas layanan yang diberikan serta
transparansi dari sistem pelayanan di instansi.
Perbaikan:
- mengembangkan layanan publik berbasis digital / inovasi layanan, 
- penyediaan informasi layanan secara lengkap, seperti persyaratan biaya, jangka waktu

layanan, serta
- Memperbaiki proses bisnis agar selaras dengan digitalisasi yang dijalankan.

b. Dimensi Integritas Pegawai: Untuk mengukur Tingkat integritas pegawai dalam
pelaksanaan tugasnya dilihat dari sudut padang responden eskternal.
Perbaikan:
Instansi perlu melakukan perbaikan atas sistem dan mekanisme kerja untuk menutup celah
terjadinya korupsi, peningkatan transparansi, optimalisasi pengawasan terhadap pelaksanaan
tugas, serta melakukan sosialisasi antikorupsi kepada seluruh pegawai.



Analisis Komponen dan Dimensi

KOMPONEN EKSTERNAL

c. Dimensi Upaya Pencegahan Korupsi: Menilai kualitas Upaya pencegahan korupsi yang 
dilakukan oleh instansi berdasarkan penilaian dari pihak eksternal.
Perbaikan:
Meningkatkan upaya pencegahan korupsi agar menjangkau seluruh area terkait layanan publik
sehingga kemanfaatannya dapat dirasakan juga oleh pihak eksternal. 













Tata Tertib Pelaksanaan Perjalanan Dinas



Tata Tertib Pelaksanaan Perjalanan Dinas



Tata Tertib Pelaksanaan Perjalanan Dinas
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SOSIALISASI IMPLEMENTASI ANTI 
KORUPSI LINGKUP BBPMSOH

BERANTAS KORUPSI UNTUK 
INDONESIA MAJU



Sumber: https://www.slideshare.net/slideshow/materi-antikorupsi-dasarutk
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Pencegahan







PENCEGAHAN
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Oleh  
Tim Satlak Pengendalian Intern (PI) 

 
 

Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertfifikasi Obat Hewan 
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Kementerian Pertanian 
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LAPORAN TRIWULANAN I 

PENGELOLA RISIKO 
 
 

 
 
Nomor : 14018/TU.050/F.4.B/04/2025 
Hal  : Laporan SPI TW 1 Tahun 2025 
Lampiran : Satu Berkas 
 

Yth. Kepala BBPMSOH 

        Di Tempat 

 
Berdasarkan Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang Manajernen 
Risiko di Lingkungan Kernenterian Pertanian, dengan ini kami sarnpaikan laporan 
penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi 
Obat Hewan triwulan 1 tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut: 
 

1. Dasar Penugasan 
Surat Tugas  Nomor 14018/TU.050/F.4.B/04/2025 Tanggal 14 April 2025 hal penyusunan 
laporan penyelenggaraan Manajernen Risiko di lingkungan Balai Besar Pengujian Mutu dan 
Sertifikasi Obat Hewan triwulan 1 tahun 2025 

 
2. Tujuan Penugasan 

Kegiatan penyusunan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko bertujuan sebagai 
implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan 
hal-hal yang membutuhkan solusi/rekomendasi kepada Biro Perencanaan untuk 
membantu Pemilik Risiko dalam mencapai tujuan. 

 
3. Ruang Lingkup Penugasan 

Kegiatan pemantauan manajemen risiko di lingkungan Balai Besar Pengujian Mutu dan 
Sertifikasi Obat Hewan dilakukan terhadap kejadian risiko dan kegiatan pengendalian yang 
dilaksanakan sampai dengan triwulan 1 tahun 2025 

 
4. Hasil Pemantauan Manajemen Risiko sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2025    

sebagai berikut: 

a. Jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak 15 risiko (Populasi Risiko). Daftar risiko 
yang telah teridentifikasi dapat dilihat pada 
Lampiran 1. Populasi Risiko). Daftar risiko yang telah teridentifikasi dapat dilihat pada 
Lampiran 1. (Daftar risiko mengacu pada Format 5) 

b. Jumlah usulan risiko sebanyak risiko yang telah diusulkan kepada Unit Manajemen 
Risiko. Daftar usulan risiko sebagai berikut: 

 
No.                Nama Usulan Risiko Usulan Kode Risiko 
1. Implementasi zona integritas belum memadai F.5.1.MN.1 

2. Penguna jasa tidak puas dengan layanan 
pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan  

F.5.2.MD.1 

3. Pengujian obat hewan yang menggunakan 
Hewan Besar terhambat dilakukan  

F.5.3.MR.1 

4. Waktu pengujian melebihi janji layanan F.5.4.MR.2 



5. Fasilitas / prasarana pengujian tidak berfungsi  
secara normal 

F.5.5.MC.1 

6. Jumlah produk /sampel obat hewan/Pengujian 
PMK tidak sesuai target 

F.5.6.MR.3 

7. Ketersediaan  kandang hewan percobaan tidak 
memadai untuk pengujian vaksin unggas  

F.5.7.MR.4 

8. Inventarisasi BMN tidak sesuai dengan aplikasi 
SIMAN 

F.4.8.MN.2 

9. Keterlambatan pembayaran kenaikan gaji 
berkala dan kenaikan pangkat 

F.5.9.MN.3 

10. Kelebihan pembayaran volume pekerjaan pada 
pemeliharaan kantor  

F.4.10.MN.4 

11. Proses pengusulan pengurusan kepegawaian 
(pengusulan kenaikan jabatan) terhambat 

F.5.11.EX.1 

12. Kesalahan pembebanan akun pada mata 
anggaran kegiatan 

F.4.12.MN.5 

13. Serapan anggaran rendah F.4.13.MN.6 

14. Kegiatan monitoring dan evaluasi tidak tepat 
waktu 

F.5.14.MN.7 

15. Pembayaran Perjadin tidak sesuai dengan 
aturan SBM 

F.4.15.MN.8 

 
c. Analisis Risiko 

1) Jumlah risiko yang belum ada existing control sebanyak  2 risiko atau 13,33% dari 15 
populasi risiko. 

2) Jumlah risiko yang sudah ada existing control namun belum memadai (masih berada 
di atas selera risiko) sebanyak  8 risiko atau   53,33% % dari 15 populasi risiko. 
Daftar analisis risiko dapat dilihat pada Lampiran 2. (Daftar risiko prioritas mengacu 
pada Format 6). 

 
d. Evaluasi Risiko 

Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak 2 risiko ( 13,33% dari 15 risiko). 
Daftar risiko prioritas unit kerja dapat dilihat 
pada Lampiran 3. (Daftar risiko prioritas mengacu pada Format 8) 

e. Kegiatan pengendalian 

1) Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan sampai dengan triwulan 1 
sebanyak  15 kegiatan pengendalian. Daftar rencana tindak pengendalian dapat 
dilihat pada Format 4. (Daftar kegiatan pengendalian mengacu pada Format 10. 

2) Jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi sampai dengan triwulan 1 
sebanyak 15 atau 100 %  dari kegiatan pengendalian. 

3) Kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan sebelum rencana sebanyak 0
yang seharusnya dilaksanakan pada triwulan berikutnya. 

4) Daftar kegiatan pengendalian yang belum terealisasi sebanyak 0 atau 100% dari 
kegiatan pengendalian. Daftar pemantauan kegiatan pengendalian dapat dilihat 
pada Lampiran 5. (Daftar realisasi kegiatan pengendalian mengacu pada Format 11). 

 
 
 
 



 
 
 

f. Pemantauan Keterjadian Risiko 
Jumlah kejadian risiko yang muncul sampai dengan triwulan 1 sebanyak 2 kejadian yaitu 
Ketersediaan  kandang hewan percobaan tidak memadai untuk pengujian vaksin unggas 
karena adanya sampel yang masuk secara bersamaan dalam jumlah banyak melebihi 
kapasitas kandang; dan serapan anggaran rendah karena anggaran pembelian bahan 
pengujian masih diblokir. Daftar pemantauan keterjadian risiko dapat dilihat pada Lampiran 
6. (Daftar kejadian risiko mengacu pada Format 12). 

 

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih. 
 
 
 
 

Ketua Satlak PI 

                                                                                                           
                      Drh. Cynthia Devy Irawati, M.M.                            



 
Data Dukung 
 
Monev serapan anggaran sampai dengan bulan Maret  2025 BBPMSOH mendapatkan 

alokasi anggaran 2025 sebesar Rp 22.276.240.200,00. Serapan anggaran baru 

terealisasi 3.056.506.289,00 mencapai 13,72% belum sesuai target dikarenakan 

anggaran diblokir sehingga belum bisa direalisasikan. 

 

 

 



 

Realisasi capaian PNBP bulan Maret  2025 mencapai Rp. 211.702.928,00 sedangkan realisasi 

akumulatif bulan Januari- Maret 2025 adalah Rp. 803.783.087,00 (25,93%) dari target 

3.100.000.000,00. Realisasi PNBP yang relatif baik namum harus tetap melakukan sosialisasi 

produk-produk layanan BBPMSOH kepada stakeholder yang menjadi potensi peningkatan 

PNBP di BBPMSOH. 

Nilai indikator pelaksanaan anggaran (IKPA) BBPMSOH bulan Maret 2025 belum dapat 

ditampilkan karena belum ada verifikasi dari KPPN 

Monitoring SPI bulan Maret 2025  

Monitoring risiko sesuai MRI BBPMSOH Tahun 2025 

 

 

MONITORING RISK/PEMANTAUAN RISIKO 

NO  RISK EVENT  
DISKRIPSI 
TINDAKAN  
MITIGASI  

PENANGGUNG 
JAWAB 

KEGIATAN 

INDIKATOR 
KELUARAN 

 
MARET 

2025 

1 Pengujian obat 
hewan yang 
menggunakan 
Hewan Besar 
terhambat 
dilakukan  

Kerjasama 
dengan Instansi 
yang dapat 
menyediakan 
hewan 
percobaan 
hewan besar 
SAN terhadap 
penyakit 
tertentu 

ketua 
kelompok 
pelayanan 
teknis 

Bukti 
Kerjasama  
pengujian  
dengan 
instansi yang 
menyedia 
hewan 
percobaan 
SAN terhadap 
penyakit 
tertentu 

Bekerjasama dengan IPB 
University untuk pengujian 
Vaksin ASF dan pihak 
terkait untuk penyediaan 
hewan coba yang SAN 



2 Ketersediaan  
kandang 
hewan 
percobaan 
tidak 
memadai 
untuk 
pengujian 
vaksin 
unggas  

Melaksanakan 
pengujian yang 
sejenis secara 
bersamaan untuk 
optimalisasi  
kandang hewan 
percobaan 
Melaksanakan 
pengujian pada 
faslitas kandang 
hewan percobaan 
yang sesuai 
standar pengujian 
vaksin unggas di 
pihak ketiga 

ketua 
kelompok 
pelayanan 
teknis 

Kegiatan 
jumlah 
pengujian 
yang diuji 
secara 
bersamaam 
dan 
pengunaan 
fasilitas 
hewan coba 
di pihak 
ketiga 

Vaksin unggas yang sudah 
mendapatkan jadwal 
pengujian di BBPMSOH 

 
1. AAKO FOWL POX  
 
2. Medivac AE Pox  

 
3. VAKSIMUNE POX  

 
Dengan banyaknya antrian 
fasilitas kandang Fowl 
House 1 di BBPMSOH maka 
PT. Vaksindo mengajukan 
permohonan pengujian 3 
vaksinnya untuk uji safety 
dan potensi dilakukan di 
fasilitas kandang dan 
hewan coba Vaksindo. 
Adapun 3 vaksin tersebut 
sebagai berikut 
VAKSIMUNE NDL MULTI-
IBPLUS-EDS  
VAKSIMUNE NDL-
IBPLUS-EDS  
VAKSIMUNE EDS  

 

 



 

LAPORAN TRIWULAN 2 
 

PENGELOLA RISIKO 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Oleh  
Tim Satlak Pengendalian Intern (PI) 

 
 

Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertfifikasi Obat Hewan 
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Kementerian Pertanian 
2025 

 

 
 
 
 



 
LAPORAN TRIWULANAN II 

PENGELOLA RISIKO 
 
 

 
 
Nomor : 07015/TU.050/F.4.B/07/2025 
Hal  : Laporan SPI TW 2 Tahun 2025 
Lampiran : Satu Berkas 
 

Yth. Kepala BBPMSOH 

        Di Tempat 

 
Berdasarkan Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang Manajernen 
Risiko di Lingkungan Kernenterian Pertanian, dengan ini kami sarnpaikan laporan 
penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi 
Obat Hewan triwulan 2 tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut: 
 

1. Dasar Penugasan 
Surat Tugas  Nomor 07015/TU.050/F.4.B/04/2025 Tanggal 7 Juli 2025 hal penyusunan 
laporan penyelenggaraan Manajernen Risiko di lingkungan Balai Besar Pengujian Mutu dan 
Sertifikasi Obat Hewan triwulan 2 tahun 2025 

 
2. Tujuan Penugasan 

Kegiatan penyusunan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko bertujuan sebagai 
implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan 
hal-hal yang membutuhkan solusi/rekomendasi kepada Biro Perencanaan untuk 
membantu Pemilik Risiko dalam mencapai tujuan. 

 
3. Ruang Lingkup Penugasan 

Kegiatan pemantauan manajemen risiko di lingkungan Balai Besar Pengujian Mutu dan 
Sertifikasi Obat Hewan dilakukan terhadap kejadian risiko dan kegiatan pengendalian yang 
dilaksanakan sampai dengan triwulan 2 tahun 2025 

 
4. Hasil Pemantauan Manajemen Risiko sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2025    

sebagai berikut: 

a. Jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak 15 risiko (Populasi Risiko). Daftar risiko 
yang telah teridentifikasi dapat dilihat pada 
Lampiran 1. Populasi Risiko). Daftar risiko yang telah teridentifikasi dapat dilihat pada 
Lampiran 1. (Daftar risiko mengacu pada Format 5) 

b. Jumlah usulan risiko sebanyak risiko yang telah diusulkan kepada Unit Manajemen 
Risiko. Daftar usulan risiko sebagai berikut: 

 
No.                Nama Usulan Risiko Usulan Kode Risiko 
1. Implementasi zona integritas belum memadai F.5.1.MN.1 

2. Penguna jasa tidak puas dengan layanan 
pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan  

F.5.2.MD.1 

3. Pengujian obat hewan yang menggunakan 
Hewan Besar terhambat dilakukan  

F.5.3.MR.1 

4. Waktu pengujian melebihi janji layanan F.5.4.MR.2 



5. Fasilitas / prasarana pengujian tidak berfungsi  
secara normal 

F.5.5.MC.1 

6. Jumlah produk /sampel obat hewan/Pengujian 
PMK tidak sesuai target 

F.5.6.MR.3 

7. Ketersediaan  kandang hewan percobaan tidak 
memadai untuk pengujian vaksin unggas  

F.5.7.MR.4 

8. Inventarisasi BMN tidak sesuai dengan aplikasi 
SIMAN 

F.4.8.MN.2 

9. Keterlambatan pembayaran kenaikan gaji 
berkala dan kenaikan pangkat 

F.5.9.MN.3 

10. Kelebihan pembayaran volume pekerjaan pada 
pemeliharaan kantor  

F.4.10.MN.4 

11. Proses pengusulan pengurusan kepegawaian 
(pengusulan kenaikan jabatan) terhambat 

F.5.11.EX.1 

12. Kesalahan pembebanan akun pada mata 
anggaran kegiatan 

F.4.12.MN.5 

13. Serapan anggaran rendah F.4.13.MN.6 

14. Kegiatan monitoring dan evaluasi tidak tepat 
waktu 

F.5.14.MN.7 

15. Pembayaran Perjadin tidak sesuai dengan 
aturan SBM 

F.4.15.MN.8 

 
c. Analisis Risiko 

1) Jumlah risiko yang belum ada existing control sebanyak  2 risiko atau 13,33% dari 15 
populasi risiko. 

2) Jumlah risiko yang sudah ada existing control namun belum memadai (masih berada 
di atas selera risiko) sebanyak  8 risiko atau   53,33% dari 15 populasi risiko. Daftar 
analisis risiko dapat dilihat pada Lampiran 2. (Daftar risiko prioritas mengacu pada 
Format 6). 

 
d. Evaluasi Risiko 

Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak 2 risiko ( 13,33% dari 15 risiko). 
Daftar risiko prioritas unit kerja dapat dilihat 
pada Lampiran 3. (Daftar risiko prioritas mengacu pada Format 8) 

e. Kegiatan pengendalian 

1) Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan sampai dengan triwulan 1 
sebanyak  15 kegiatan pengendalian. Daftar rencana tindak pengendalian dapat 
dilihat pada Format 4. (Daftar kegiatan pengendalian mengacu pada Format 10. 

2) Jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi sampai dengan triwulan 1 
sebanyak 15 atau 100 %  dari kegiatan pengendalian. 

3) Kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan sebelum rencana sebanyak 0
yang seharusnya dilaksanakan pada triwulan berikutnya. 

4) Daftar kegiatan pengendalian yang belum terealisasi sebanyak 0 atau 100% dari 
kegiatan pengendalian. Daftar pemantauan kegiatan pengendalian dapat dilihat 
pada Lampiran 5. (Daftar realisasi kegiatan pengendalian mengacu pada Format 11). 

 
 
 
 



 
 
 

f. Pemantauan Keterjadian Risiko 
Jumlah kejadian risiko yang muncul sampai dengan triwulan 2 sebanyak 2 kejadian yaitu 
Ketersediaan  kandang hewan percobaan tidak memadai untuk pengujian vaksin unggas 
karena adanya sampel yang masuk secara bersamaan dalam jumlah banyak melebihi 
kapasitas kandang; dan serapan anggaran rendah karena adanya penambahan anggaran 
sejumlah Rp. 11.788.200.000 dan pembelian bahan pengujian yang masih inden. Daftar 
pemantauan keterjadian risiko dapat dilihat pada Lampiran 6. (Daftar kejadian risiko 
mengacu pada Format 12). 

 

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih. 
 
 
 
 

Ketua Satlak PI 
 

                                                                                                           
                      Drh. Cynthia Devy Irawati, M.M.                            



 
Data Dukung 
 
Monev serapan anggaran bulan Juni 2025 BBPMSOH mendapatkan alokasi anggaran 

2025 sebesar Rp 34.064.440.000,00. Serapan anggaran baru terealisasi 8.064.440.000 

mencapai 23,68% belum sesuai target dikarenakan penambahan anggaran pengadaan 

ayam merah putih sejumlah Rp. 11.788.200.000,00 dan pengadaan barang pengujian  

inden sehingga realisasi masih rendah.   

 

 

 



 

Realisasi capaian PNBP bulan Juni 2025 mencapai Rp. 104.565.401,00 sedangkan 

realisasi akumulatif bulan Januari- Juni 2025 adalah Rp. 1.517.327.952,00 (48,95%) dari 

target 3.100.000.000,00. Realisasi PNBP yang relatif baik namum harus tetap melakukan 

sosialisasi produk-produk layanan BBPMSOH kepada stakeholder yang menjadi potensi 

peningkatan PNBP di BBPMSOH. 

               Nilai indikator pelaksanaan anggaran (IKPA) BBPMSOH bulan Mei 2025  95,63% 

 

Monitoring SPI bulan Juni 2025  

Monitoring risiko sesuai MRI BBPMSOH Tahun 2025 

MONITORING RISK/PEMANTAUAN RISIKO 

NO  RISK EVENT  
DISKRIPSI 
TINDAKAN  
MITIGASI  

PENANGGUNG 
JAWAB 

KEGIATAN 

INDIKATOR 
KELUARAN 

 
JUNI 
2025 

1 Pengujian obat 
hewan yang 
menggunakan 
Hewan Besar 
terhambat 
dilakukan  

Kerjasama 
dengan Instansi 
yang dapat 
menyediakan 
hewan 
percobaan 
hewan besar 
SAN terhadap 

ketua 
kelompok 
pelayanan 
teknis 

Bukti Kerjasama  
pengujian  
dengan instansi 
yang menyedia 
hewan 
percobaan SAN 
terhadap 
penyakit tertentu 

Bekerjasama dengan 
IPB University untuk 
pengujian Vaksin ASF 
dan pihak terkait untuk 
penyediaan hewan coba 
yang SAN 
Telah selesai uji 



penyakit 
tertentu 

2 Ketersediaan  
kandang 
hewan 
percobaan 
tidak 
memadai 
untuk 
pengujian 
vaksin 
unggas  

Melaksanakan 
pengujian yang 
sejenis secara 
bersamaan untuk 
optimalisasi  
kandang hewan 
percobaan 
Melaksanakan 
pengujian pada 
faslitas kandang 
hewan percobaan 
yang sesuai 
standar pengujian 
vaksin unggas di 
pihak ketiga 

ketua 
kelompok 
pelayanan 
teknis 

Kegiatan 
jumlah 
pengujian yang 
diuji secara 
bersamaan dan 
pengunaan 
fasilitas hewan 
coba di pihak 
ketiga 

 Laporan kegiatan 
pengujian vaksin unggas 
dan pelaporan ke pusat 
 
Pelaksanaan desk reviuw 
terhadap sampel daftar 
ulang 

 
JADWAL ON DESK REVIEW 

TANGGAL KEGIATAN KETERANGAN 

16 Juni 2025 Pengiriman surat undangan ke 

perusahaan 

 

17 Juni 2025 Sosialisasi (zoom, jam 13.30) 8 perusahaan, POH, 

Ditkeswan, ASOHI 

18-20 Juni 

2025 

Pemasukan dokumen   

18-21 Juni 

2025 

Pemeriksaan dokumen oleh tim (hasil 

diisikan ke dalam file spreadsheet) 

 

 

 

 

 

PT.Intervet (5 vaksin) 

PT.Ceva (1 vaksin) 

PT.Zoetis (2 vaksin) 

PT.SHS (1 vaksin) 

PT.Hipra (2 vaksin) 

PT.Romindo (1 vaksin) 

PT.Sanbio (1 vaksin) 

PT.Vaksindo (2 vaksin) 

 

23-25 Juni 

2025 

Presentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-06-2025 :  

09.00 – 09.45 PT.Ceva 

10.00 – 10.45 PT.Zoetis (a) 

11.00 – 11.45 PT.Zoetis (b) 

13.30 – 14.15 PT.Hipra (a) 

14.30 – 15.15 PT.Hipra (b) 

15.30 – selesai Review hasil 

oleh Tim 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24-06-2025 : 

09.00 – 09.45 PT.SHS 

10.00 – 10.45 PT.Romindo 

11.00 – 11.45 PT.Sanbio 

13.30 – 14.15 PT.Vaksindo 

(a) 

14.30 – 15.15 PT.Vaksindo 

(b) 

15.30 – selesai Review hasil 

oleh Tim 

 

25-06-2025 : 

09.00 – 09.45 PT.Intervet (a) 

10.00 – 10.45 PT.Intervet (b) 

11.00 – 11.45 PT.Intervet (c) 

13.30 – 14.15 PT.Intervet (d) 

14.30 – 15.15 PT.Intervet (e) 

15.30 – selesai Review hasil 

oleh Tim 

 

26 Juni 2025 Laporan hasil on desk review ke 

Ditkeswan 

 

30 Juni 2025 Pengumuman hasil on desk review ke 

perusahaan 

 

 

Metode Pelaksanaan 

Menindaklanjuti surat Dirkeswan Nomor 13008/PK.350/F4/06/2025 tanggal 13 Juni 2025 perihal 

Percepatan Pengujian Mutu Produk Obat Hewan untuk Pendaftaran Ulang dengan mekanisme 

desk review yang diselenggarakan oleh BBPMSOH. Kegiatan desk review dilaksanakan dari 

tanggal 23-25 Juni 2025 secara online yang diikuti oleh 8 perusahaan dengan 15 produk biologik 

vaksin unggas dan pada tanggal 26 Juni 2025 dilaksanakan rapat pleno oleh tim desk review 

BBPMSOH melalui kegiatan sebagai berikut :  

Pengujian produk biologik vaksin unggas untuk pendaftaran ulang agar dilakukan melalui 

mekanisme desk review dengan mempersyaratkan pelaku usaha untuk melampirkan data meliputi:   

a. Data pasif surveilans/farmakovigilans selama 5 tahun terakhir;   

b. CoA yang berlaku selama 1 tahun terakhir, dan;   

c. Dokumen pendaftaran (lampiran A- L).  

d. Surat pernyataan  diatas materai yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan bahwa 



bersedia untuk dilakukan sampling sewaktu-waktu terhadap produk  yang akan dilakukan 
reviu.   

      On desk reviu dilakukan oleh tim Desk Reviu Obat Hewan BBPMSOH 
 

 

V. Hasil Kegiatan On Desk Review Obat Hewan BBPMSOH 

Kegiatan on desk review dilaksanakan dari tanggal 23-25 Juni 2025 secara online yang diikuti oleh 

8 perusahaan dengan 15 produk biologik vaksin unggas dan pada tanggal 26 Juni 2025 

dilaksanakan rapat pleno oleh tim desk review BBPMSOH. Hasil desk review disampaikan sebagai 

berikut : 

 

No Produsen/Importir Nama Produk Hasil Desk Review 

1 PT. Ceva Animal Health 

Indonesia 

Cevac Gumbo L Memenuhi syarat 

2 PT. Zoetis Animalhealth 

Indonesia 

Bursaplex Memenuhi syarat 

3 PT. Zoetis Animalhealth 

Indonesia 

Poulvac Bursa F Memenuhi syarat 

4 PT. Zoetis Animalhealth 

Indonesia 

Mg Bac Memenuhi syarat 

5 PT. Hipra Indonesia AVISAN CH/80 Memenuhi syarat 

6 PT. Hipra Indonesia AVISAN S Memenuhi syarat 

7 PT. SHS International AAKO LIVE GUMBORO 

MB STRAIN 

Memenuhi syarat 

8 PT. Romindo Primavetcom GALLIMUNE 403 Memenuhi syarat 

9 PT. Sanbio Laboratories SANAVAC ND G7 Memenuhi syarat 

10 PT. Vaksindo Satwa 

Nusantara 

VAKSIMUNE ND-

IBPLUS-EDS 

Memenuhi syarat 

11 PT. Vaksindo Satwa 

Nusantara 

VAKSIMUNE IBD L Memenuhi syarat 

12 PT. Intervet Indonesia NOBILIS AE + POX Memenuhi syarat 

13 PT. Intervet Indonesia NOBILIS REO INAC Memenuhi syarat 

14 PT. Intervet Indonesia NOBILIS ILT Memenuhi syarat 

15 PT. Intervet Indonesia NOBILIS CORYZA Memenuhi syarat 

 

 

1. Target Desk reviu obat hewan Triwulan 3 tahun 2025 sebanyak 15 terealisasi 15 Dokumen (100%) 



2. Kegiatan on desk review dilaksanakan dari tanggal 23-25 Juni 2025 secara online yang diikuti oleh 8 

perusahaan dengan 15 produk biologik vaksin unggas dan pada tanggal 26 Juni 2025 dilaksanakan rapat 

pleno oleh tim desk review BBPMSOH hasilnya semua memenuhi syarat. 

3. Obat hewan yang dilakukan desk review dan memenuhi syarat akan dilakukan sampling sewaktu-waktu 

oleh BBPMSOH. 

 

 



 

 



 

LAPORAN TRIWULAN 3 
 

PENGELOLA RISIKO 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Oleh  
Tim Satlak Pengendalian Intern (PI) 

 
 

Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertfifikasi Obat Hewan 
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Kementerian Pertanian 
2025 

 

 
 
 
 



 
LAPORAN TRIWULANAN III 

PENGELOLA RISIKO 
 
 

 
 
Nomor : 06015/TU.050/F.4.B/10/2025 
Hal  : Laporan SPI TW 3 Tahun 2025 
Lampiran : Satu Berkas 
 

Yth. Kepala BBPMSOH 

        Di Tempat 

 
Berdasarkan Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang Manajernen 
Risiko di Lingkungan Kernenterian Pertanian, dengan ini kami sarnpaikan laporan 
penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi 
Obat Hewan triwulan 3 tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut: 
 

1. Dasar Penugasan 
Surat Tugas  Nomor 06015/TU.050/F.4.B/10/2025 Tanggal 6 Oktober 2025 hal penyusunan 
laporan penyelenggaraan Manajernen Risiko di lingkungan Balai Besar Pengujian Mutu dan 
Sertifikasi Obat Hewan triwulan 3 tahun 2025 

 
2. Tujuan Penugasan 

Kegiatan penyusunan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko bertujuan sebagai 
implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan 
hal-hal yang membutuhkan solusi/rekomendasi kepada Biro Perencanaan untuk 
membantu Pemilik Risiko dalam mencapai tujuan. 

 
3. Ruang Lingkup Penugasan 

Kegiatan pemantauan manajemen risiko di lingkungan Balai Besar Pengujian Mutu dan 
Sertifikasi Obat Hewan dilakukan terhadap kejadian risiko dan kegiatan pengendalian yang 
dilaksanakan sampai dengan triwulan 3 tahun 2025 

 
4. Hasil Pemantauan Manajemen Risiko sampai dengan Triwulan 3 Tahun 2025    

sebagai berikut: 

a. Jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak 15 risiko (Populasi Risiko). Daftar risiko 
yang telah teridentifikasi dapat dilihat pada 
Lampiran 1. Populasi Risiko). Daftar risiko yang telah teridentifikasi dapat dilihat pada 
Lampiran 1. (Daftar risiko mengacu pada Format 5) 

b. Jumlah usulan risiko sebanyak risiko yang telah diusulkan kepada Unit Manajemen 
Risiko. Daftar usulan risiko sebagai berikut: 

 
No.                Nama Usulan Risiko Usulan Kode Risiko 
1. Implementasi zona integritas belum memadai F.5.1.MN.1 

2. Penguna jasa tidak puas dengan layanan 
pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan  

F.5.2.MD.1 

3. Pengujian obat hewan yang menggunakan 
Hewan Besar terhambat dilakukan  

F.5.3.MR.1 

4. Waktu pengujian melebihi janji layanan F.5.4.MR.2 



5. Fasilitas / prasarana pengujian tidak berfungsi  
secara normal 

F.5.5.MC.1 

6. Jumlah produk /sampel obat hewan/Pengujian 
PMK tidak sesuai target 

F.5.6.MR.3 

7. Ketersediaan  kandang hewan percobaan tidak 
memadai untuk pengujian vaksin unggas  

F.5.7.MR.4 

8. Inventarisasi BMN tidak sesuai dengan aplikasi 
SIMAN 

F.4.8.MN.2 

9. Keterlambatan pembayaran kenaikan gaji 
berkala dan kenaikan pangkat 

F.5.9.MN.3 

10. Kelebihan pembayaran volume pekerjaan pada 
pemeliharaan kantor  

F.4.10.MN.4 

11. Proses pengusulan pengurusan kepegawaian 
(pengusulan kenaikan jabatan) terhambat 

F.5.11.EX.1 

12. Kesalahan pembebanan akun pada mata 
anggaran kegiatan 

F.4.12.MN.5 

13. Serapan anggaran rendah F.4.13.MN.6 

14. Kegiatan monitoring dan evaluasi tidak tepat 
waktu 

F.5.14.MN.7 

15. Pembayaran Perjadin tidak sesuai dengan 
aturan SBM 

F.4.15.MN.8 

 
c. Analisis Risiko 

1) Jumlah risiko yang belum ada existing control sebanyak  2 risiko atau 13,33% dari 15 
populasi risiko. 

2) Jumlah risiko yang sudah ada existing control namun belum memadai (masih berada 
di atas selera risiko) sebanyak  8 risiko atau   53,33% dari 15 populasi risiko. Daftar 
analisis risiko dapat dilihat pada Lampiran 2. (Daftar risiko prioritas mengacu pada 
Format 6). 

 
d. Evaluasi Risiko 

Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak 2 risiko ( 13,33% dari 15 risiko). 
Daftar risiko prioritas unit kerja dapat dilihat 
pada Lampiran 3. (Daftar risiko prioritas mengacu pada Format 8) 

e. Kegiatan pengendalian 

1) Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan sampai dengan triwulan 1 
sebanyak  15 kegiatan pengendalian. Daftar rencana tindak pengendalian dapat 
dilihat pada Format 4. (Daftar kegiatan pengendalian mengacu pada Format 10. 

2) Jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi sampai dengan triwulan 1 
sebanyak 15 atau 100 %  dari kegiatan pengendalian. 

3) Kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan sebelum rencana sebanyak 0
yang seharusnya dilaksanakan pada triwulan berikutnya. 

4) Daftar kegiatan pengendalian yang belum terealisasi sebanyak 0 atau 100% dari 
kegiatan pengendalian. Daftar pemantauan kegiatan pengendalian dapat dilihat 
pada Lampiran 5. (Daftar realisasi kegiatan pengendalian mengacu pada Format 11). 

 
 
 
 



 
 
 

f. Pemantauan Keterjadian Risiko 
Jumlah kejadian risiko yang muncul sampai dengan triwulan 3 sebanyak 1 kejadian yaitu 
serapan anggaran rendah baru terealisasi 13.545.279.350,00 mencapai 40,09% karena 
adanya penambahan anggaran sejumlah Rp. 11.788.200.000 dari pengadaan ayam 
petelur dan pembelian bahan pengujian yang masih inden. Daftar pemantauan keterjadian 
risiko dapat dilihat pada Lampiran 6. (Daftar kejadian risiko mengacu pada Format 12). 

 

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih. 
 
 
 
 

Ketua Satlak PI 
 

                    
                      Drh. Cynthia Devy Irawati, M.M.                            



 
Data Dukung 
 
Monev serapan anggaran bulan September 2025 BBPMSOH mendapatkan alokasi 

anggaran 2025 sebesar Rp 33.343.576.000,00. Serapan anggaran baru terealisasi 

13.545.279.350,00 mencapai 40,09% belum sesuai target dikarenakan anggaran baru 

dibuka blokir, kegiatan pengadaan memerlukan waktu beberapa bahan pengujian inden, 

pengadaan ayam merah putih sedang tahap pengadaan lewat e catalog sehingga 

realisasi masih rendah. 

 

 

 



 

Realisasi capaian PNBP bulan September 2025 mencapai Rp. 344.888.811,00 sedangkan 

realisasi akumulatif bulan Januari- Agustus 2025 adalah Rp. 2.937.522.975,00 (94,75%) 

dari target 3.100.000.000,00. Realisasi PNBP yang relatif baik namum harus tetap 

melakukan sosialisasi produk-produk layanan BBPMSOH kepada stakeholder yang 

menjadi potensi peningkatan PNBP di BBPMSOH. 

Nilai indikator pelaksanaan anggaran (IKPA) BBPMSOH bulan Agustus 2025  92,12% 

       

      Monitoring SPI bulan September 2025  

    Monitoring risiko sesuai MRI BBPMSOH Tahun 2025 

MONITORING RISK/PEMANTAUAN RISIKO 

NO  RISK EVENT  
DISKRIPSI 
TINDAKAN  
MITIGASI  

PENANGGUNG 
JAWAB 

KEGIATAN 

INDIKATOR 
KELUARAN 

 
AGUSTUS 

2025 



1 Pengujian obat 
hewan yang 
menggunakan 
Hewan Besar 
terhambat 
dilakukan  

Kerjasama 
dengan Instansi 
yang dapat 
menyediakan 
hewan 
percobaan 
hewan besar 
SAN terhadap 
penyakit 
tertentu 

ketua 
kelompok 
pelayanan 
teknis 

Bukti 
Kerjasama  
pengujian  
dengan 
instansi yang 
menyedia 
hewan 
percobaan 
SAN terhadap 
penyakit 
tertentu 

Bekerjasama dengan 
UPTD Ciamis untuk 
pengujian Vaksin PMK 
dan pihak terkait untuk 
penyediaan hewan coba 
yang SAN 
Telah selesai uji 

2 Ketersediaan  
kandang 
hewan 
percobaan 
tidak 
memadai 
untuk 
pengujian 
vaksin 
unggas  

Melaksanakan 
pengujian yang 
sejenis secara 
bersamaan untuk 
optimalisasi  
kandang hewan 
percobaan 
Melaksanakan 
pengujian pada 
faslitas kandang 
hewan percobaan 
yang sesuai 
standar pengujian 
vaksin unggas di 
pihak ketiga 

ketua 
kelompok 
pelayanan 
teknis 

Kegiatan 
jumlah 
pengujian 
yang diuji 
secara 
bersamaan 
dan 
pengunaan 
fasilitas 
hewan coba 
di pihak 
ketiga 

 Laporan kegiatan 
pengujian vaksin unggas 
dan pelaporan ke pusat 
 
 

 
 
 
 

 



 

LAPORAN TRIWULAN 4 
 

PENGELOLA RISIKO 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Oleh  
Tim Satlak Pengendalian Intern (PI) 

 
 

Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertfifikasi Obat Hewan 
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Kementerian Pertanian 
2025 

 

 
 
 
 



 
LAPORAN TRIWULANAN III 

PENGELOLA RISIKO 
 
 

 
 
Nomor : 31010/TU.050/F.4.B/12/2025 
Hal  : Laporan SPI TW 3 Tahun 2025 
Lampiran : Satu Berkas 
 

Yth. Kepala BBPMSOH 

        Di Tempat 

 
Berdasarkan Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang Manajernen 
Risiko di Lingkungan Kernenterian Pertanian, dengan ini kami sarnpaikan laporan 
penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi 
Obat Hewan triwulan 4 tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut: 
 

1. Dasar Penugasan 
Surat Tugas  Nomor 31010/TU.050/F.4.B/10/2025 Tanggal 31 Desember 2025 hal 
penyusunan laporan penyelenggaraan Manajernen Risiko di lingkungan Balai Besar 
Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan triwulan 4 tahun 2025 

 
2. Tujuan Penugasan 

Kegiatan penyusunan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko bertujuan sebagai 
implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan 
hal-hal yang membutuhkan solusi/rekomendasi kepada Biro Perencanaan untuk 
membantu Pemilik Risiko dalam mencapai tujuan. 

 
3. Ruang Lingkup Penugasan 

Kegiatan pemantauan manajemen risiko di lingkungan Balai Besar Pengujian Mutu dan 
Sertifikasi Obat Hewan dilakukan terhadap kejadian risiko dan kegiatan pengendalian yang 
dilaksanakan sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 

 
4. Hasil Pemantauan Manajemen Risiko sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2025    

sebagai berikut: 

a. Jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak 15 risiko (Populasi Risiko). Daftar risiko 
yang telah teridentifikasi dapat dilihat pada 
Lampiran 1. Populasi Risiko). Daftar risiko yang telah teridentifikasi dapat dilihat pada 
Lampiran 1. (Daftar risiko mengacu pada Format 5) 

b. Jumlah usulan risiko sebanyak risiko yang telah diusulkan kepada Unit Manajemen 
Risiko. Daftar usulan risiko sebagai berikut: 

 
No.                Nama Usulan Risiko Usulan Kode Risiko 
1. Implementasi zona integritas belum memadai F.5.1.MN.1 

2. Penguna jasa tidak puas dengan layanan 
pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan  

F.5.2.MD.1 

3. Pengujian obat hewan yang menggunakan 
Hewan Besar terhambat dilakukan  

F.5.3.MR.1 

4. Waktu pengujian melebihi janji layanan F.5.4.MR.2 



5. Fasilitas / prasarana pengujian tidak berfungsi  
secara normal 

F.5.5.MC.1 

6. Jumlah produk /sampel obat hewan/Pengujian 
PMK tidak sesuai target 

F.5.6.MR.3 

7. Ketersediaan  kandang hewan percobaan tidak 
memadai untuk pengujian vaksin unggas  

F.5.7.MR.4 

8. Inventarisasi BMN tidak sesuai dengan aplikasi 
SIMAN 

F.4.8.MN.2 

9. Keterlambatan pembayaran kenaikan gaji 
berkala dan kenaikan pangkat 

F.5.9.MN.3 

10. Kelebihan pembayaran volume pekerjaan pada 
pemeliharaan kantor  

F.4.10.MN.4 

11. Proses pengusulan pengurusan kepegawaian 
(pengusulan kenaikan jabatan) terhambat 

F.5.11.EX.1 

12. Kesalahan pembebanan akun pada mata 
anggaran kegiatan 

F.4.12.MN.5 

13. Serapan anggaran rendah F.4.13.MN.6 

14. Kegiatan monitoring dan evaluasi tidak tepat 
waktu 

F.5.14.MN.7 

15. Pembayaran Perjadin tidak sesuai dengan 
aturan SBM 

F.4.15.MN.8 

 
c. Analisis Risiko 

1) Jumlah risiko yang belum ada existing control sebanyak  2 risiko atau 13,33% dari 15 
populasi risiko. 

2) Jumlah risiko yang sudah ada existing control namun belum memadai (masih berada 
di atas selera risiko) sebanyak  8 risiko atau   53,33% dari 15 populasi risiko. Daftar 
analisis risiko dapat dilihat pada Lampiran 2. (Daftar risiko prioritas mengacu pada 
Format 6). 

 
d. Evaluasi Risiko 

Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak 2 risiko ( 13,33% dari 15 risiko). 
Daftar risiko prioritas unit kerja dapat dilihat 
pada Lampiran 3. (Daftar risiko prioritas mengacu pada Format 8) 

e. Kegiatan pengendalian 

1) Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan sampai dengan triwulan 1 
sebanyak  15 kegiatan pengendalian. Daftar rencana tindak pengendalian dapat 
dilihat pada Format 4. (Daftar kegiatan pengendalian mengacu pada Format 10. 

2) Jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi sampai dengan triwulan 1 
sebanyak 15 atau 100 %  dari kegiatan pengendalian. 

3) Kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan sebelum rencana sebanyak 0
yang seharusnya dilaksanakan pada triwulan berikutnya. 

4) Daftar kegiatan pengendalian yang belum terealisasi sebanyak 0 atau 100% dari 
kegiatan pengendalian. Daftar pemantauan kegiatan pengendalian dapat dilihat 
pada Lampiran 5. (Daftar realisasi kegiatan pengendalian mengacu pada Format 11). 

 
 
 
 



 
 
 

f. Pemantauan Keterjadian Risiko 
Jumlah kejadian risiko yang muncul sampai dengan triwulan 4 sebanyak 1 kejadian yaitu 
waktu pengujian melebihi janji layanan dikarenakan ada beberapa sampel subkontrak dan 
ketersediaan hewan percobaan terbatas. Daftar pemantauan keterjadian risiko dapat 
dilihat pada Lampiran 6. (Daftar kejadian risiko mengacu pada Format 12). 

 

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih. 
 
 
 
 

Ketua Satlak PI 
 

                    
                      Drh. Cynthia Devy Irawati, M.M.                            



 
Data Dukung 
 

Monev serapan anggaran bulan Desember 2025 BBPMSOH mendapatkan alokasi 

anggaran 2025 sebesar Rp 33.343.576.000,00. Serapan anggaran telah terealisasi 

Rp. 32.787.270.290,00 mencapai 96,90%, realisasi tidak optimal dikarenakan sisa 

anggaran pengadaaan ayam merah putih tidak dapat dipergunakan sehingga menjadi 

pagu mati.  sesuai target serapan. 

 

 



 

 

 

Realisasi capaian PNBP bulan Desember 2025 mencapai Rp. 136,284,575,00 sedangkan 

realisasi akumulatif bulan Januari-Desember 2025 adalah Rp. 4.143.295.473,00 

(133,65%) dari target 3.100.000.000,00. Realisasi PNBP yang relatif baik namum harus 

tetap melakukan sosialisasi produk-produk layanan BBPMSOH kepada stakeholder yang 

menjadi potensi peningkatan PNBP di BBPMSOH. 

Nilai indikator pelaksanaan anggaran (IKPA) BBPMSOH bulan Desember 2025  91,86% 

 

  Monitoring SPI bulan Desember 2025  

 Monitoring risiko sesuai MRI BBPMSOH Tahun 2025 

MONITORING RISK/PEMANTAUAN RISIKO 

NO  RISK EVENT  
DISKRIPSI 
TINDAKAN  
MITIGASI  

PENANGGUNG 
JAWAB 

KEGIATAN 

INDIKATOR 
KELUARAN 

 
DESEMBER 

2025 

1 Pengujian obat 
hewan yang 
menggunakan 
Hewan Besar 
terhambat 
dilakukan  

Kerjasama dengan 
Instansi yang 
dapat 
menyediakan 
hewan percobaan 
hewan besar SAN 
terhadap penyakit 
tertentu 

ketua 
kelompok 
pelayanan 
teknis 

Bukti Kerjasama  
pengujian  
dengan instansi 
yang menyedia 
hewan percobaan 
SAN terhadap 
penyakit tertentu 

Bekerjasama dengan 
UPTD BPTU HPT 
Ciamis  untuk 
pengujian Vaksin PMK 
dan pihak terkait untuk 
penyediaan hewan 
coba yang SAN 
Telah selesai uji 

2 Ketersediaan  
kandang 
hewan 
percobaan 
tidak 
memadai 
untuk 
pengujian 
vaksin 
unggas  

Melaksanakan 
pengujian yang 
sejenis secara 
bersamaan untuk 
optimalisasi  
kandang hewan 
percobaan 
Melaksanakan 
pengujian pada 
faslitas kandang 
hewan percobaan 
yang sesuai standar 

ketua 
kelompok 
pelayanan 
teknis 

Kegiatan jumlah 
pengujian yang 
diuji secara 
bersamaan dan 
pengunaan 
fasilitas hewan 
coba di pihak 
ketiga 

Laporan kegiatan 
pengujian vaksin 
unggas dan pelaporan 
ke pusat 
 
 



pengujian vaksin 
unggas di pihak 
ketiga 

 
Daftar Pengujian Obat Hewan Yang Melebihi Janji Layanan tahun 2025 

 


